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Abstrak

Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang wajib dibayar
oleh Pemberi kerja atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan, Pembayaran
Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing oleh pemberi kerja tenaga kerja asing
merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi
daerah, sehingga Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing harus
memperhatikan ketentuan pembayaran yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) PP
34/2021. Penting untuk memperhatikan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dibayarkan sesuai dengan lokasi kerja atas tenaga kerja asing.
penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa implementasi serta pengawasan
pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten
Subang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bahan hukum
primer wawancara, bahan hukum sekunder yang terdiri dari Peraturan Perundang-
undangan dan dokumen penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan
dengan mengkaji melalui pengamatan reaksi timbulnya suatu perilaku dari masyarakat
atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian ditarik
kesimpulan. Hasil penelitian ini yakni adanya ketidaksesuaian jumlah data tenaga
kerja pada tahun 2022 berdasarkan lokasi wilayah kerja, yang berimbas pada
pendapatan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
mengalami penurunan jumlah pendapatan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dan tidak mencapai jumlah yang ditargetkan oleh Pemerintah
Daerah dan kewenangan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
minim, sehingga diperlukan penegasan melalui Surat Edaran Kepala Daerah supaya
pemberi kerja taat dalam membayar Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing sesuai
dengan lokasi tenaga kerja asing bekerja dan memberikan kewenangan pengawasan
kepada Disnakertrans Kabupaten Subang sebagai Dinas yang melaksanakan dan
bertanggungjawab atas urusan di bidang ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Dana Kompensasi, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan,
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021

XVii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Globalisasi secara langsung ditandai dengan pesatnya perkembangan arus

informasi, teknologi dan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan dalam
bidang tersebut, tentunya menyentuh hampir seluruh aspek tatanan kehidupan
manusia, sehingga secara langsung juga mempengaruhi berbagai sektor lainnya,

seperti sektor politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.! Keadaan dunia saat

! Nurhaidah, M. Insya Musa, “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa
Indonesia”, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3 No. 3, April 2015, him 1-2



globalisasi, mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke
berbagai negara.? Sejalan dengan perkembangan globalisasi, Indonesia yang
menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif bekerjasama dengan banyak
mitra dagang dari berbagai negara, baik dengan negara maju dan juga negara
berkembang lainnya.

Indonesia sebagai negara yang menjadi Anggota dari WTO (World Trade
Organization) harus membuka kesempatan bagi masuknya tenaga kerja asing,
Tentunya hal ini secara tidak langsung, membuat proses terjadinya migrasi
penduduk dan mobilisasi tenaga kerja.> Tenaga kerja di berbagai negara,
beramai-ramai mencari negara mana yang menawarkan upah lebih tinggi dan
kemudian ada pula yang meninggalkan negaranya untuk misi pekerjaan.*

Tenaga Kerja sebagaimana pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa arti dari Tenaga
Kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang
menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri
maupun untuk masyarakat” Tenaga kerja merupakan sumberdaya manusia yang
berperan penting sebagai salah satu unsur penunjang pembangunan dalam suatu
negara. Tenaga kerja juga menjadi salah satu sumber kekuatan dan penggerak

tatanan ekonomi masyarakat.®

2 Gesang Sri Wulandari, Nabitatus Sa’adah, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia
Atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia”, Kanun Jurnal
limu Hukum, ol. 21, No. 2, (Agustus, 2019), him 314

% 1bid

“https://www.bphn.go.id/data/documents/22Penelitian%20TENAGA%20KERJA%20ASING.p
df, diakses pada tanggal 14 Juni 2022 Jam 19.00 WIB

5 Eldyandhy Syamfigri, “ Fungsi Pengawasan kementerian Ketenagakerjaan Terhadap
Tenaga Kerja Asing di Indonesia .. “, Core.uk, Tedapat dalam



https://www.bphn.go.id/data/documents/22Penelitian%20TENAGA%20KERJA%20ASING.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/22Penelitian%20TENAGA%20KERJA%20ASING.pdf

Kesempatan kerja yang hadir di Indonesia saat ini, dimana Pemerintah
Indonesia terus mendorong investor untuk menanamkan modal dalam rangka
pertumbuhan ekonomi, tentu tidak jauh dari munculnya tantangan dan
permasalahan baru dalam pelaksanaanya. Tenaga kerja dalam negeri yang telah
dilatih melalui program pelatihan kerja oleh Pemerintah Indonesia, harus
bersaing dengan Tenaga Kerja Asing yang datang ke Indonesia. Hal tersebut
pernah terjadi, yaitu pada tahun 2020 terdapat 500 Tenaga Kerja Asing asal
China yang masuk ke Indonesia, diketahui para Tenaga Kerja Asing tersebut
akan bekerja di Perusahaan yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.b
Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan
desember tahun 2021, mengenai data negara asal Tenaga Kerja Asing di tahun
2020, ada sebanyak 38.814 Tenaga Kerja asal Tiongkok, 10.864 Tenaga Kerja
asal Jepang, 9.451 Tenaga Kerja asal Korea Selatan, dan sebanyak 4. 299 Tenaga
Kerja asal Filipina.” Jumlah tersebut tentu terbilang cukup fantastis, sehingga
menimbulkan kecemburuan bagi kalangan masyarakat, khususnya bagi angkatan
kerja. Sehubungan dengan permasalahan penggunaan tenaga kerja asing di
Indonesia terdapat juga beberapa permasalahan yang timbul, yaitu seperti

pelayanan izin tinggal dan kerja.®

https://core.ac.uk/search?q=fungsi+pengawasan-+tenaga+kerja+asing&page=1 diakses pada tanggal 14
Juni 2022 Jam 19.13 WIB
8 https://money.kompas.com/read/2020/06/18/103200726/awal -juli-500-tka-asal-china-bakal-

datang-ke-indonesia?page=all diakses pada tanggal 14 Juni 2022. Jam 19.25 WIB

7 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/ada-38814-tenaga-kerja-asing-asal-
tiongkok-pada-2020, diakses pada tanggal 15 Juni 2022 Jam 09.21 WIB

8 Nevey Varida A, “Aspek Hukum Penegakan Tenaga Kerja Asing Ilegall di
Indonesia”,Cetakan Pertama,BPHN,Jakarta, e-book,him.5
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Kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia, terlebih perusahaan-perusahaan
yang berada di indonesia baik swasta asing maupun swasta nasional, memang
membutuhkan tenaga kerja asing yang handal dan profesional yang sifatnya
khusus sesuai dengan keahliannya.® Tujuan dari penggunaan tenaga kerja asing
ialah untuk memenuhi tenaga kerja yang handal terampil dan profesional pada
bidang tertentu, yang belum dikuasai dan diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia serta
untuk menunjang investasi asing dalam proses pembangunan di Indonesia. 1°

Demi menjaga keberlangsungan usaha dan investasi bagi perusahaan
swasta asing maupun perusahaan swasta nasional, dan untuk menghindari
terjadinya permasalahan-permasalahan terkait tenaga kerja asing. Maka
Pemerintah  Indonesia menentukan suatu kebijakan untuk menjaga
keseimbangan antara Tenaga Kerja Asing dan tenaga kerja yang berada didalam
negeri. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diawasi
oleh suatu regulasi yaitu, melalui Peraturan Perundang-undangan Penggunaan
Tenaga Kerja Asing yang diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing didalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa

“Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat
yang ditunjuk”.

® Gesang Sri Wulandari, Nabitatus Sa’adah, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia
Atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia”, Kanun Jurnal
limu Hukum, ol. 21, No. 2, (Agustus, 2019), him 315
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Selain itu persyaratan lain untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing
di Indonesia yaitu, sesuai yang tercantum didalam Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan
bahwa “Pemberi Kerja yang menggunakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri atau
Pejabat yang ditunjuk”.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau yang disingkat menjadi
RPTKA, adalah persyaratan awal bagi Pemberi Kerja untuk menggunakan
Tenaga Kerja Asing. Sehubungan dengan RPTKA, menurut Pasal 47 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Pemberi Kerja
wajib membayar kompensasi atas Setiap Tenaga Kerja Asing yang
dipekerjakannya. Persyaratan pembayaran kompensasi perlu dilakukan, karena
sebagai persyaratan untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA, Jumlah atau
besaran kompensasi yang harus dibayarkan diatur lebih lanjut pada Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan mengenai Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
atau yang disingkat menjadi DKPTKA telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ketentuan
umum mengenai DKPTKA diatur pada Pasal 23 Ayat (1) yang menyebutkan
bahwa “Pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang
dipekerjakan nya”. Selanjutnya pada Pasal 23 Ayat (5) menegaskan bahwa
“Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan Pengesahan RPTKA” hadirnya
tenaga kerja asing memang tidak dapat dielakkan, sebab menjadi salah satu

pembawa devisa bagi negara, sesuai yang tercantum didalam Pasal 24 Ayat (1)



bahwa “Pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja TKA merupakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak atau Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah”.
Sehubungan dengan DKPTKA, terdapat suatu masalah yang kerap terjadi
namun tidak tampak, yang sifatnya begitu implementatif.

Kabupaten Subang yang sebagian wilayahnya juga dipergunakan untuk
pembangunan perusahaan-perusahaan industri, dampaknya tentu terdapat tenaga
kerja asing yang bekerja di perusahaan industri tersebut. Berdasarkan data yang
penulis peroleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang,
data per januari 2021 sedikitnya terdapat 295 Tenaga Kerja Asing yang bekerja
dari total 44 Perusahaan Industri, dari jumlah tersebut sebagian besar Tenaga
Kerja Asing berasal dari Negara Korea Selatan dan China.'! Menyangkut
pembayaran DKPTKA di Kabupaten Subang,. > Dalam pelaksanaanya, masalah
terkait DKPTKA ini seringkali muncul ketika Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Subang melakukan monitoring ke lapangan untuk
melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang
menggunakan jasa Tenaga Kerja Asing. Setiap bulannya seringkali ditemukan
terdapat beberapa Pemberi Kerja yang belum membayarkan dan juga terdapat
beberapa yang tidak membayar DKPTKA nya ke Kabupaten Subang.™® Penulis
mendapatkan keterangan dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Subang, bahwa terdapat beberapa pemberi kerja telah membayar

11 Data yang diterima oleh penulis saat melakukan riset di Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Subang, pada tanggal 17 Mei 2022

12 peraturan Bupati Subang No.40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

13 Hasil Wawancara Penulis dengan lbu Yeni Nuraeni sebagai Kepala Dinsa Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Subang, pada tanggal 17 Mei 2022.



DKPTKA nya di Kabupaten atau Kota lain dimana tenaga kerja asing tersebut
bekerja di lebih dari satu wilayah dalam satu Provinsi.**

Dalam regulasi nya, bila menilik kembali kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pembayaran
DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA itu merupakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak atau Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah, yang mana didalam
Pasal 24 Ayat (2) mengatur lebih rinci DKPTKA yang menjadi Pendapatan
Negara Bukan Pajak.

“Peraturan Pemerintah Pasal 24 Ayat (2) mengatur sebagai berikut :

a. Penerimaan negara bukan pajak untuk Pengesahan RPTKA baru,
Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi
lebih dari 1 (satu) provinsi, dan Pengesahan RPTKA KEK;

b.  Pendapatan daerah provinsi untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan
bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi; dan

C. Pendapatan daerah kabupaten/kota untuk Pengesahan RPTKA
perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu)
kabupaten/kota”

Dari penjelasan pasal diatas, menunjukan apabila terdapat tenaga kerja
asing yang bekerja lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu wilayah, maka
pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) yang dilakukan
oleh pemberi kerja terhadap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan, harus
dibayarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Barat, karena Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)

tersebut menjadi pendapatan daerah bagi Provinsi.

14 Hasil wawancara Penulisa dengan lbu Yeni Nuraeni sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Subang, pada tanggal 17 Mei 2022



Menilik permasalahan diatas atas pelaksanaanya atau implementasinya
menimbulkan ketidaksesuaian, karena berdasarkan Pasal 14 Ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 menegaskan bahwa “Pengesahan RPTKA
digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam
rangka bekerja bagi TKA”, hal ini tentunya menandakan bahwa Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan hal yang esensial sebagai
persyaratan awal Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia, sementara
untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja tenaga kerja asing harus
melakukan pembayaran DKPTKA sebagai persyaratan untuk mendapatkan
pengesahan RPTKA.

Permasalahan tersebut dapat dikatakan krusial karena menyangkut perihal
retribusi daerah, yang mana hal tersebut apabila tidak terpenuhi atau tercapai
secara tidak langsung dapat merugikan pemerintah daerah. Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Subang selaku organisasi perangkat daerah,
memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidang ketenagakerjaan, tentu memiliki tanggungjawab atas permasalahan yang
berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pengawasan mengenai penggunaan
tenaga kerja asing dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas yang
menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan provinsi, dan Pejabat
Imigrasi yang masing-masing instansi bertugas dan berkoordinasi berkaitan

dengan pengawasan.



Berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing, khususnya
mengenai dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten
Subang. Pernyataan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menemukan
bahwa pihak pemberi kerja belum membayarkan dan tidak membayar dana
kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan lokasi wilayah kerja
tenaga kerja asing tersebut, sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia yang telah
diatur sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana
disebutkan di atas, pada pelaksanaanya masih terdapat ketidaksesuaian.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis terdorong untuk mengadakan
penelitian mengenai bagaimana Implementasi Pembayaran DKPTKA di
Kabupaten Subang serta bagaimana penegakan hukum atas pelaksanaan
pembayaran DKPTKA di Kabupaten Subang dalam rangka mengerjakan
penulisan Tugas Akhir atau skripsi dengan judul “ Implementasi Pembayaran
Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Subang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah
skripsi, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang muncul sebagai
berikut :

1. Apakah implementasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga

Kerja Asing di Kabupaten Subang sudah sesuai dengan Peraturan

10



Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing?

Bagaimana Proses Pengawasan Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga
Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Subang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Pembayaran Dana
Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Subang
berdasarkan Peraturan Pemerintahn Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Untuk mengetahui Proses Pengawasan atas Pelaksanaan Pembayaran
Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.

Orisinalitas Penelitian

Suatu karya penelitian dibutuhkan orisinalitas atau keaslian dalam

pembuatannya. Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis

memerlukan beberapa referensi untuk menelaah obyek kajian yang terkait

dengan judul “Implementasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan

Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Subang Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing” sudah pernah

dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, di antaranya :
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1. Faiq Rukhulloh, “Implementasi Pasal 22-25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per. 02/Men/l1ii/2008 tentang
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT. Meiji Indonesian
Pharmaceutical Industries”, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang,
2013. Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing. Rumusan masalah dari penelitian skripsi ini yaitu,
“Pertama, bagaimana implementasi Pasal 22-25 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:PER.02/MEN/ 111/2008
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT. Meiji Indonesian
Pharmaceutical Industries berhubungan dengan izin mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing? Kedua, apa kendala yang dihadapi oleh PT. Meiji Indonesian
Pharmaceutical Industries mengimplementasikan Pasal 22-25 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
Nomor:PER.02/MEN/I111/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala
tersebut? Jenis Penelitian yang digunakan bersifat hukum empiris dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer), dokumentasi, studi
kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, makalah-makalah, dan
penelusuran internet (data sekunder).

2. Rezal Ardianto Nugroho, “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap
Tenaga Kerja Asing lllegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Fakultas
Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020. Rumusan masalah dari penelitian

skripsi ini yaitu, “Pertama, bagaimana pengawasan terhadap Tenaga Kerja
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Asing illegal di Daerah Istimewa Yogyakarta? Kedua, bagaimana penegakan
hukum terhadap Tenaga Kerja Asing illegal di Daerah Istimewa Yogyakarta?
Model penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menyatakan bahwa rencana penelitian
ini adalah hasil pencarian peneliti sendiri. Dalam arti belum ada yang pernah
meneliti sehingga bebas dari unsur penjiplakan atau plagiat. Proposal Penelitian
yang berjudul “ Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Subang Mengenai
Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ” adalah murni
keinginan dan keingintahuan penulis untuk mengkaji bagaimana implementasi
dan penegakan hukum atas pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga
Kerja Asing di Kabupaten Subang.

Tinjauan Pustaka

Tenaga Kerja Asing

Menurut Boediono pengertian dari Tenaga Kerja Asing adalah ““ Seseorang
yang bukan merupakan warga negara indonesia yang melakukan pekerjaan
diluar maupun didalam hubungan kerja, dengan maksud menghasilkan barang
atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat”.’® Dasar hukum yang
didalamnya mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing, terdapat pada Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai

Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Berdasarkan

15 https://eprints.umm.ac.id/41529/3/BAB%2011.pdf diakses pada tanggal 18 Juni 2022
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 13 Tenaga Kerja
Asing merupakan “Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja
di Indonesia” dari pengertian tersebut, mengartikan bahwa Tenaga Kerja Asing
harus memegang visa dengan tujuan untuk bekerja di indonesia.
a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Tujuan dari mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang dilakukan
oleh pemberi kerja atau perusahaan salah satunya adalah untuk melindungi
tenaga kerja indonesia yang masih memiliki sedikit kekurangan dalam
keahlian di bidang teknologi, sehingga dibutuhkan Tenaga Kerja Asing
yang dirasa pemberi kerja mampu dan handal dalam penguasaan dibidang
teknologi. Dasar hukum sekaligus peraturan pelaksanaan atas Penggunaan
Tenaga Kerja Asing diatur lebih lengkap didalam Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021.

Kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja apabila
ingin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah wajib untuk memiliki
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, oleh karenanya pemberi kerja wajib
mempunyai pengesahan RPTKA. RPTKA dapat dikatakan sebagai
dokumen awal yang harus dipersiapkan oleh pemberi kerja, karena melalui
RPTKA didapatkan suatu gambaran kebutuhan dari Pemberi Kerja atas
Tenaga Kerja Asing yang akan dipekerjakan.

Permohonan pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing Yyaitu

memuat beberapa hal mulai dari identitas Tenaga Kerja Asing, jumlah
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TKA yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, jangka waktu penggunaan
TKA, jabatan TKA yang akan dipekerjakan, lokasi bekerja TKA, serta
alasan penggunaan TKA. selain itu permohonan pengesahan yang
dilakukan oleh pemberi kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk
harus melampirkan dokumen paling sedikit berupa, surat permohonan dan
alasan penggunaan TKA, nomor induk berusaha atau izin usaha pemberi
kerja, rancangan perjanjian kerja, bagan struktur organisasi perusahaan.

Apabila dokumen permohonan RPTKA ini masih belum lengkap
atau terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi, maka dokumen
permohonan itu akan dikembalikan dan harus dilengkapi. Namun, apabila
dokumen permohonan RPTKA ini sudah terpenuhi maka menteri atau
pejabat yang ditunjuk akan melakukan penilaian kelayakan permohonan
penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berpedoman dengan jabatan yang
diperbolehkan untuk Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan Pasal

2.  Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dana Kompensasi Penggunaan tenaga Kerja Asing yang selanjutnya
disingkat menjadi DKPTKA merupakan kompensasi yang harus
dibayarkan oleh pemberi kerja. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa
“Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan yang
selanjutnya disingkat menjadi DKPTKA merupakan kompensasi yang
harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan

sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah” dari
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penjelasan pasal diatas, jelas menegaskan bahwa pemberi kerja atau
perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing harus membayar
Dana Kompensasi atas setiap TKA.

a. Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
yang selanjutnya disingkat menjadi DKPTKA, dibayarkan oleh pemberi
kerja apabila sudah mendapatkan kode billing pembayaran DKPTKA oleh
menteri atau pejabat yang ditunjuk. kode billing pembayaran DKPTKA
tersebut akan diberikan, setelah data dan dokumen calon Tenaga Kerja
Asing dinyatakan lengkap.

Pembayaran DKPTKA juga merupakan persyaratan utama untuk
mendapatkan pengesahan RPTKA. Berdasarkan Permenaker Nomor 8
tahun 2021 Pembayaran DKPTKA dibayarkan oleh pekerja atas setiap
TKA sebesar US $100 (seratus dolar amerika serikat) per jabatan per orang
per bulan sebagai PNBP atau Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah.
Pembayaran DKPTKA yang menjadi pendapatan negara bukan pajak
disetorkan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri, sementara
pembayaran DKPTKA yang menjadi pendapatan daerah disetorkan
melalui bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

3. Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
Pada Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Subang, terkait Tugas Pokok Dinas yaitu, “Dinas mempunyai tugas pokok
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membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah

Kabupaten. Mengenai tenaga kerja, terdapat sub bidang yang membawahinya

yaitu, bidang penempatan dan perluasan kerja. Pada Pasal 13 Ayat (2) mengatur

mengenai fungsi dari bidang penempatan dan perluasan kerja yaitu, “Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang

Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan program kerja dibidang Penempatan dan Perluasan kerja;
Penyusunan petunjuk teknis operasional Penempatan dan Perluasan
kerja;

Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja;

Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) ;

Penyelenggaraan bursa kerja;

Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan;

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja;

Pemberian ijin dan pembinaan bidang penempatan dan pendayagunaan
tenaga kerja;

Pembinaan penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
(TKWNAP) di perusahaan;

Pemantauan dan Pengevaluasian kegiatan Penempatan dan Perluasan

kerja;
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k.  Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan Kepala Dinas ;

I Pelaksanaan koordinasi dengan bidang/ unit kerja lain yang terkait;

m.  Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Penempatan
dan Perluasan Kerja;

n.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja juga membawahkan beberapa
seksi, terdapat Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja, Seksi Penempatan
Tenaga Kerja , dan Seksi Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja. Mengenai
Tenaga Kerja, khususnya dalam hal penggunaanya terdapat pada tugas pokok
dari Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) «
Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan
pelayanan antar kerja, fasilitasi., pengendalian, dan monitoring penempatan
Tenaga Kerja” kemudian Pasal 2 mengatur mengenai fungsi dari Seksi
Penempatan dan Perluasan Kerja yaitu, “ Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
Pelaksanaan pelayanan antar kerja

Penyuluhan dan fasilitasi dalam penempatan Tenaga Kkerja;
Pengendalian dan pelaksanaan monitoring dibidang penempatan
Tenaga Kerja ;

Pemberian fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat;
Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan fasilitasi penempatan tenaga kerja
melalui mekanisme AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja
Antar Negara (AKAN) ;

g.  Pelaksanaan monitoring perijinan dibidang penempatan Tenaga Kerja

oo o
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h.  Penyiapan bahan penerbitan perpanjangan IMTA untuk TKA yang
lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten;

I Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi
kerjanya dalam wilayah Kabupaten;

J- Penerbitan 1jin Operasional Bursa Kerja Khusus dalam wilayah
Kabupaten ;

k.  Pelaksanaan pemberian rekomendari outsourching

I Pelaksanaan Verifikasi dan pemberian rekomendasi pendirian Kantor
Cabang PPTKIS, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (Outschourching),
LPTKS dan ijin Penampungan TKI

m.  Pemberian fasilitasi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia baik selama
bekerja di luar negeri maupun purna kerja;

n.  Pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar
prosedur pelayanan (SPP) ;

Definisi Operasional

Definisi Operasional berdasarkan judul dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing merupakan Warga Negara Asing pemegang visa
dengan maksud bekerja di Indonesia.
2. DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan
kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang
dipekerjakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pendapatan Daerah.

Metode penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, agar lebih terarah dan dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, Penulis menyusun
metode penelitian sebagai berikut :

Jenis penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis

empiris. Jenis penelitian hukum yuridis empiris merupakan jenis penelitian
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hukum yang mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan hukum dalam
realita terhadap individu atau masyarakat atau bagaimana berjalannya hukum di
lingkungan masyarakat. Penelitian hukum dengan jenis penelitian empiris
dilakukan dengan cara meneliti data primer atau penelitian yang bersumber dari
data primer. Tipe penelitian hukum empiris yang digunakan oleh penulis adalah
tipe penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berbasis pada penelitian
perundang-undangan, namun bukan mengkaji secara sistem norma yang ada
pada perundang-undangan. Tetapi mengkaji melalui pengamatan reaksi atau
timbulnya suatu perilaku dari masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian
yuridis empiris ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan
perundang-undangan (statute approach),dimana pendekatan ini dilakukan
dengan menelaah suatu aturan hukum yang berkaitan dengan suatu
permasalahan hukum (isu hukum) yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena
itu, penulis akan menelaah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan mengaitkan pada permasalahan atau isu
hukum mengenai penggunaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
Asing di Kabupaten Subang.
Objek penelitian

Objek penelitian ini mengenai implementasi Peraturan Pemerintah No.34

Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Subang
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mengenai Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di

Kabupaten Subang, dengan fokus penelitian pada :

a.  Implementasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
Asing di Kabupaten Subang.

b.  Proses pengawasan atas pelaksanaan pembayaran Dana Kompensasi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing olen Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Subang.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian atau narasumber yang dapat memberikan pendapat,

informasi dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

penulis antara lain :

a.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang;

b.  Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Subang;

c.  Manager HRD PT Pungkook Indonesia One;

d.  General Manager PT Taekwang Industrial Indonesia; dan

e.  General Manager PT Handsome.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan lokasi yang ditunjuk untuk melakukan

penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian penulis di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Subang, PT Pungkook Indonesia one, PT Taekwang

Industrial Indonesia, dan PT Handsome.

Sumber Data
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Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah

menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder

a.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian
berupa hasil wawancara di lapangan. Wawancara dimaksudkan untuk
melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber
untuk mendapatkan informasi yang diteliti.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari
objeknya melainkan diperoleh dari studi pustaka dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data
sekunder digolongkan dari sudut kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis
hanya menggunakan dua bahan hukum, sebagai berikut:
1)  Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan
erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer
yang penulis gunakan adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Bupati Subang
No.40 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing, dan Peraturan
Bupati Subang No.64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Cara Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Subang.
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2)  Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi
penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji oleh
bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari
buku-buku dan bahan-bahan pustaka, serta artikel-artikel, jurnal atau
dokumen yang terdapat relevansinya dengan penelitian penulis.

7.  Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua

yaitu, pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

a.  Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan
Wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis (pewawancara) dengan
narasumber bertujuan untuk mendapatkan informasi seputar penelitian
penulis. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan
kepada narasumber, guna mendapatkan data terkait topik penelitian yang
akan diteliti.

b.  Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan penulis adalah
mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, jurnal, makalah dan artikel
ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian penulis, baik yang bersumber dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif merupakan penguraian data menggunakan gambaran-

gambaran secara deskripstif, dimana penulis akan menguraikan data primer dan
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data sekunder yaitu, dengan mengelola dan menganalisis data dari penelitian di
lapangan, menyunting data di lapangan, penyajian analisis dalam bentuk narasi,
kemudian disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan untuk
pengambilan kesimpulan. Analisis secara deskriptif dilakukan dengan
menjelaskan atau memaparkan data yang ditemukan di lapangan dalam
penelitian serta menggunakan metode probability sampling, Probability
sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang
sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam 1V bab. penjelasan masing-masing
bab dapat diuraikan sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan permasalahan urgensi penelitian mengenai
Implementasi Peraturan Pemerintah N0.34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja di Kabupaten Subang mengenai pembayaran Tenaga Kerja Asing,
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Tenaga Kerja Asing secara umum,
Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Peraturan Pemerintah No.34 Tahun
2021, dana kompensasi penggunaan tenaga kerja, pembayaran dana kompensasi
penggunaan tenaga kerja, kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Subang, serta gambaran umum mengenai keadaan tenaga kerja di

Kabupaten Subang.
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BAB IIl : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan berupa pembahasan dan analisa data hasil penelitian
mengenai Implementasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga
Kerja Asing menurut Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja asing di Kabupaten Subang.
BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah didapatkan serta

saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.
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BAB |1

TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA ASING DAN DANA

A

KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Asing
1. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat ditinjau dari berbagai
segi. Menurut International Labour Organization (ILO) mendefinisikan
bahwa

“Migrant Workers” is defined an instrument as a person who
migrates from one country to another, with a view to being employed other
than on his own account, and includes any person regurlary addmited as
a migrant from employment *®

Pada definisi diatas, dapat dikatakan bahwa Tenaga Kerja Asing
adalah Seseorang yang berpindah atau bermigrasi dari negara satu ke
negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan atas kepentingannya
sendiri termasuk atas diterimanya oleh seseorang sebagai migran pekerja.

Berbeda hal nya dari segi keimigrasian, International Organization
for Migration (IOM) membedakan definisi antara Migran Tenaga Kerja
dan Migran Ekonomi. Menurut International Organization for Migration
menyatakan bahwa “Labour Migrants” are defined as those who move for
the purpose employment”’ yang berarti bahwa migran tenaga kerja
didefinisikan kepada mereka (seseorang) yang berpindah untuk tujuan

pekerjaan. Sementara migran ekonomi didefinisikan

www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK379428/#:~:text=A%20*“migrant%20worker”%20is%20defined

admitted diakses 18 juli 2022 Jam 21.47 WIB

17 I1bid.
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“Economics Migrants form a potentially broader group that
includes people entering a state to perform economic activities, such a
investors or a business travellers "

Definisi ini diartikan bahwa beberapa kelompok yang berpotensi
lebih luas yang mencakup orang-orang yang masuk ke suatu negara untuk
melakukan kegiatan ekonomi atau bisa dikatakan seorang investor.
Apabila definisi mengenai ekonomi migran ini ditilik dalam arti yang lebih
sempit, dapat dipahami bahwa arti tersebut mirip dengan definisi migran
tenaga kerja.

Dasar hukum pengaturan mengenai Ketenagakerjaan, khususnya
mengenai Tenaga Kerja Asing termuat dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana yang termuat dalam
Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagai dasar pengertian dari Tenaga Kerja Asing,
menyatakan bahwa

“Tenaga Kerja Asing merupakan warga negara asing Yyang
memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”

Menurut Abdul R. Budiono menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Asing
lalah seseorang yang bukan merupakan warna negara indonesia dengan
maksud bekerja baik diluar atau didalam hubungan kerja, dengan tujuan

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.*®

18 Ibid.

19 https://eprints.umm.ac.id/41529/3/BAB%2011.pdf diakses Tanggal 19 Juli 2022.
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Berdasarkan pengertian tersebut, Abdul R. Budiono juga
menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing
dapat dibagi menjadi dua, yaitu ;

a. Pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing yang memiliki
hubungan kerja, baik dengan majikan atau pengusaha. Dengan kata
lain bahwa tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan oleh orang lain,
pengusaha, atau bisa dikatakan dengan pemberi kerja.

b. Pekerjaan yang bebas atau mandiri, yang artinya majikan atau
pengusaha yang berdiri sendiri. 2°

Tujuan dan Landasan Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing di

Indonesia

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia tentunya memiliki
beberapa tujuan. Boediono menyatakan bahwa penggunaan Tenaga Kerja
Asing tidak dapat dihindarkan, hal tersebut dikarenakan penggunaan
Tenaga Kerja Asing masih dibutuhkan sebagai tenaga profesional pada
bidang-bidang yang belum terisi oleh tenaga kerja indonesia.?* Selain itu,
penggunaan Tenaga Kerja Asing juga bertujuan untuk mempercepat
proses pembangunan khususnya pada bidang industri serta dapat
meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan

indonesia.?

20 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta,PT Raja Grafindo, 1995, him.260
2L Abdul R.Budiono. Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1995 hlm.265

2 1hid.
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H.S Syarif menyatakan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing saat
ini masih dibutuhkan dan akan masih dibutuhkan sampai waktu yang akan
datang. Hal tersebut dapat terjadi karena didasarkan oleh beberapa hal
yakni, adanya keterkaitan dengan penanaman modal yang masih
diperlukan dari luar atau investor, pemakaian atau mengoperasikan alat-
alat canggih yang perlu ditangani oleh ahlinya, semakin meluasnya bidang
usaha atau bidang pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja yang ahli
pada bidangnya, kemudian masih diperlukan kebijakan Indonesianisasi
yang diterapkan secara maksimal, karena diperlukan tenaga kerja
indonesia yang ter kualifikasi secara ahli untuk dapat menggantikan
tenaga kerja asing.?

Sementara itu, tujuan mengenai pengaturan Tenaga Kerja Asing
dalam aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk memberi
serta menjamin akan kesempatan kerja yang layak bagi warga negara
indonesia. Oleh karenanya dalam mempergunakan atau mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing dibuatlah prosedur dan mekanisme yang begitu ketat
yang dimulai dari perizinan hingga pengawasan.?*

Pengaturan atau dasar hukum yang menjadi landasan dalam
mempergunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dari Waktu ke Waktu

diantaranya sebagai berikut;

23 H.S Syarif, Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan Perundang-
undangannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, him. 17
24 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, 2010, him 111
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No

Jenis Peraturan

Tentang

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958
tentang Penempatan Tenaga Kerja
Asing

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian
Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2014 tentang Peraturan Presiden
(PERPRES) tentang  Penggunaan
Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan
Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja
Asing Pendamping

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing

Keputusan Menteri

Kemenakertrans Nomor
Kep.173/Men/2000 tentang Jangka
Waktu 1jin  Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing Pendatang

Kepmenakertrans Nomor Kep-
67/Men/lv/2004 tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
bagi Tenaga Kerja Asing

Kepmenakertrans Nomor 40 Tahun
2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu
Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja
Asing
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Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun
2018 tentang Satuan Tugas Pengawasan
Tenaga Kerja Asing
6 | Peraturan Menteri Peraturan Menaker Nomor 12 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menaker Nomor 35 Tahun
2015 tentang Perubagan Atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16
Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemberian Visa dan lIzin Tinggal
Bagi Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menaker Nomor 8 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2021 Tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing

Sumber : Muslimah, “Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga
Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.”

Dengan berlakunya Peraturan Undang-Undang No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tabel diatas bahwa Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing telah
dicabut, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang dimulai dari BAB VIII Pasal 42 hingga Pasal 49
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menjadi sebuah acuan dasar dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di
Indonesia ditambah juga dengan peraturan pelaksana lainnya. %
Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing dengan Pemberi Kerja

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh
minimal dua subjek hukum dalam suatu pekerjaan®®. Menurut Hartono
Wisoso dan Judiantoro memberikan pengertian bahwa hubungan kerja
adalah kegiatan pengerahan pada tenaga atau jasa seseorang yang secara
teratur demi suatu kepentingan orang lain yang memerintahnya yaitu
pengusaha atau majikan sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah
disepakati.?’

Menurut Lalu Husni Hubungan Kerja adalah suatu hubungan yang
terjadi antara pekerja dengan pengusaha setelah adanya perjanjian
kerja.?®Pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
disebutkan bahwa pengertian dari hubungan kerja adalah hubungan yang
terjadi antara pengusaha dengan buruh atau pekerja dengan berdasar pada
perjanjian kerja, sebagaimana perjanjian kerja memiliki unsur yaitu, unsur

pekerjaan, upah, dan perintah.?® pengertian tersebut terlihat jelas bahwa

% Muslimah, “Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum

Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung..,” terdapat dalam
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44456/2/MUSLIMAH-FSH.pdf diakses

pada tanggal 19 Juli 2022
% Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him 36
27 Hartono judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, him

10

28 L_alu Husni, Pengantar hukum ketenagakerjaan, Jakarta, Rajawali Pers, him. 61

2 1bid

32


https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44456/2/MUSLIMAH-FSH.pdf

hubungan kerja dapat terjadi atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja
yang dibuat antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja. *°

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh
dengan pengusaha atau pemberi Kkerja, dimana di dalamnya memuat
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.3! Definisi
Pemberi Kerja dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sama pun
halnya dengan definisi di dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021
bahwa pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan
hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 bahwa

“Pemberi Kerja TKA meliputi:

a. Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan
internasional,

b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan
perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan
kegiatan di indonesia;

c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di indonesia

d. Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau
yayasan yang didirikan berdasarkan hukum indonesia atau
badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang
berwenang;

e. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;

Usaha jasa impresariat; dan

g. Badan usaha sepanjang dibolehkan oleh undang-undang
untuk menggunakan TKA.”

=h

% jbid

31 Ibid, hIm 62
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Berbicara mengenai bentuk hubungan kerja Tenaga Kerja Asing,
pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
menyatakan bahwa “Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan atau
digunakan oleh pemberi kerja hanya dapat digunakan dalam hubungan
kerja waktu tertentu dan jabatan tertentu dengan mempunyai kompetensi
yang sesuai dengan posisi jabatan yang akan diduduki Penjelasan pasal
tersebut, menunjukan bahwa hubungan kerja antara pemberi kerja dengan
Tenaga Kerja Asing didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau
yang biasa disingkat menjadi PKWT.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan perjanjian kerja antara
pekerja atau buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha dengan tujuan
mengadakan hubungan kerja dengan waktu tertentu atau untuk pekerjaan
tertentu.3> Menurut Payaman Simanjuntak Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu merupakan perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja
dengan buruh atau pekerja dengan tujuan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu dengan jangka
waktu yang relatif pendek, yang apabila untuk jangka waktu yang panjang
paling lama dua tahun.®

Pada Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003
menyatakan bahwa PKWT harus dilakukan atau dibuat dengan

persyaratan secara tertulis dan menggunakan bahasa indonesia atau huruf

32 F X Djumialdi, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him 11
33 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, him 49.
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latin. Hal tersebut tentunya agar dapat menjaga dan menjamin apabila
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang sehubungan dengan masa
waktu kerja atau kontrak kerja. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus
memenuhi syarat-syarat tertentu seperti, Harus mempunyai jangka waktu
tertentu, Terdapat suatu pekerjaan dengan waktu tertentu, Tidak memiliki
syarat serta masa percobaan.

Perjanjian kerja waktu tertentu pada dasarnya tidak mensyaratkan
atas adanya masa percobaan kerja. Pada hal ini apabila pengusaha atau
pemberi kerja mensyaratkan masa percobaan didalam perjanjian kerja,
maka masa percobaan kerja yang menjadi syarat tersebut akan batal demi
hukum.*

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
menyatakan bahwa

“PKWT hanya dapat dibuat untuk suatu pekerjaan tertentu yang
mana jenis dan sifat atau dalam kegiatan pekerjaannya dapat selesai dalam
waktu tertentu, yaitu;

1.  pekerjaan yang dapat sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2.  pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3. pekerjaan yang bersifat musiman;

4.  pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa PKWT tidak

dapat melakukan pekerjaan yang bersifat tetap, karena pekerjaan tetap

34 Muslimah, “Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung..,” him 3 terdapat dalam
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44456/2/MUSLIMAH-FSH.pdf diakses
pada tanggal 19 Juli 2022
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diartikan sebagai pekerjaan yang sifatnya terus menerus dikerjakan, tidak
terputus, serta tidak ada batas waktu yang ditentukan atau suatu pekerjaan
yang bukan musiman. Pekerjaan musiman diartikan sebagai pekerjaan
yang tidak tergantung oleh suatu keadaan atau kondisi tertentu.3®
Menyangkut mengenai kebebasan kontrak yang menjadi asas dalam
suatu perjanjian kerja juga sebagai suatu hal yang diserahkan kepada para
pihak dalam menentukan jangka waktu bekerja dan dipekerjakan, dengan
langkanya kesempatan kerja, artinya dibutuhkan suatu kepastian dalam
kesempatan kerja. Apabila suatu kontrak berakhir, maka hubungan kerja
putus demi hukum tanpa adanya kewajiban dari para pihak. Lain halnya
apabila tidak ada pembatasan, pemberi kerja akan leluasa dalam membuat
kontrak untuk semua jenis pekerjaan. 3
Maka dari itu, diperlukan batas mengenai jenis serta sifat pekerjaan
yang akan dikontrak. Pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Dengan demikian dapat disimpulkan jenis dan sifat
PKWT sebagai berikut:*’
a. sifat PKWT :
1) bersifat sekali selesai atau sementara;
2) jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun;

3) musiman

% Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Rajawali Pers, him. 61
3 Op.Cit, hlm 26

% Ibid
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4) untuk produk baru atau produk tambahan, atau juga produk
uji coba.

b. PKWT tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

c. PKWT harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan bahasa

Indonesia dan huruf latin;

d. Jangka waktu PKWT maksimum 2 (dua) tahun, dengan 1 (satu)

kali perpanjangan paling sama 1 (satu) tahun;

e. PKWT yang dapat diperbaharui sebanyak satu kali sebanyak 2

(dua) tahun, dengan masa jeda 1 tahun.

Perjanjian kerja waktu tertentu juga dapat berakhir apabila pekerja
meninggal dunia, selesainya jangka waktu dari perjanjian kerja, terdapat
putusan pengadilan atau penetapan dari suatu lembaga penyelesaian
perselisinan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum
bersifat tetap, dan terdapat suatu keadaan tertentu yang tercantum didalam
perjanjian kerja atau peraturan perusahaan bahkan perjanjian kerja
bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu hubungan kerja.
berbeda hal nya, apabila pengusaha dinyatakan telah meninggal dunia atau
terjadi peralihan hak atas pengusahaan yang disebabkan oleh penjualan,
pewarisan atau bahkan hibah, maka hal tersebut tidak bisa membatalkan
atau menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja.

Apabila terjadi peralihan hak atas pengusahaan, maka hak-hak dari
pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ada

ketentuan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-
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hak pekerja atau buruh. Adapun , pemberi kerja juga memiliki kewajiban
yang harus dipenuhi dalam menggunakan atau mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintan Nomor 34 Tahun 2021
menyatakan bahwa Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau yang
biasa disingkat menjadi RPTKA. selain itu, pemberi kerja juga wajib
menunjuk tenaga kerja warga negara indonesia untuk menjadi tenaga kerja
pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih
keahlian TKA serta mengadakan pendidikan dan pelatihan kerja untuk
tenaga kerja pendamping TKA yang sesuai dengan kualifikasi jabatan
yang diduduki TKA juga pendidikan dan pelatihan bahasa indonesia
kepada TKA.

Pemberi kerja juga berkewajiban untuk mendaftarkan TKA kedalam
program jaminan sosial nasional, hal tersebut diperuntukan bagi TKA
yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi dari
perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.
Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan
setidaknya paling sedikit menjamin perlindungan jenis risiko kecelakaan
kerja. sementara itu, terdapat larangan bagi Pemberi Kerja, antara lain:

a. Dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi Pemberi

kerja perseorangan;
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b. Dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang merangkap

jabatan pada Perusahaan yang sama;

c. Dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada bagian yang

mengurusi hal personalia.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 34 tahun
2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga mencantumkan bahwa
kewajiban pemberi kerja Tenaga Kerja Asing juga harus mengutamakan
Penggunaan Tenaga Kerja indonesia pada semua jenis jabatan yang
tersedia. Kemudian dalam hal jabatan, apabila terdapat jabatan yang belum
diisi atau diduduki oleh tenaga kerja indonesia, maka tenaga kerja asing
dapat menduduki posisi atau jabatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa Pemberi
kerja juga diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang
dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing yang lain, sebagaimana
bunyi Pasal 5 Ayat (1) yaitu:

“Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang
dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain untuk jabatan yang sama yaitu
sebagai:

a. Direksi atau komisaris atau;

b. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor

ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja
sama.”

Proses dan syarat-syarat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing.
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Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing (RPTKA) merupakan
dokumen awal yang menjadi syarat utama yang harus disiapkan oleh
pemberi kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2021
Pada Bab Il diatur mengenai tata cara pengesahan RPTKA. Pasal 12 Ayat
(1) menyatakan bahwa Pemberi kerja harus melakukan pengajuan
permohonan izin terlebih dahulu kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk, untuk mendapatkan pengesahan RPTK. Pengajuan permohonan
pengesahan RPTKA oleh pemberi kerja setidaknya harus memuat
beberapa data yang berisi mengenai identitas pemberi kerja, alasan
penggunaan TKA, kedudukan atau jabatan TKA di dalam struktur
organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, Lokasi TKA, serta
identitas dari tenaga kerja pendamping TKA 38

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 34
Tahun 2021 menyatakan bahwa

“Permohonan pengesahan RPTKA yang disampaikan oleh pemberi
kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

1. Surat permohonan

2. Nomor induk berusaha atau izin usaha pemberi kerja TKA

Akta dan keputusan pengesahan pendirian atau perubahan dari
instansi yang berwenang

Bukti wajib lapor dari ketenagakerjaan di perusahaan

Rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain

Badan atau struktur organisasi perusahaan

Surat pernyataan untuk penunjukan tenaga kerja pendamping TKA
Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja
bagi tki sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dituju olen TKA

9. Surat pernyataan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa
indonesia kepada TKA.

w

N ok

38 peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 pasal 12 Ayat 2
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Pemberi kerja TKA dalam hal ini telah menyampaikan data serta
dokumen yang telah disebutkan diatas, maka dapat sekaligus
menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan. Data pemberi
kerja TKA beserta dokumen yang dilampirkan beserta data calon TKA
yang akan dipekerjakan, kemudian akan dilakukan penilaian kelayakan
oleh Pejabat yang ditunjuk yaitu, oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Kerja yang melalui Direktur Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penilaian kelayakan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui
apakah data serta dokumen yang diterima dari Pemberi kerja TKA sudah
lengkap dan benar.*® Jangka waktu Penerbitan hasil penilaian kelayakan
Pengesahan RPTKA paling lama dua (2) hari kerja, ketika pemberi kerja
telah dinilai layak atas penilaian kelayakan. Terdapat beberapa data
Tenaga Kerja Asing yang diperlukan dalam permohonan pengesahan
RPTKA, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing yang berbunyi:

“Data TKA vyang diperlukan dalam permohonan pengesahan
RPTKA, memuat paling sedikit:

a. ldentitas TKA;

b. Jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;

c. Lokasi kerja TKA; dan
d. Penetapan kode dan lokasi domisili TKA.

3 Faiz Rughullah, Implementasi Pasal 22-25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Replublik ...” terdapat dalam https://1library.co/document/gvr7mvdy-implementasi-peraturan-
transmigrasi-indonesia-penggunaan-indonesian-pharmaceutical-industries.html diakses tanggal 20 Juli

2022
“0 1bid.
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Adapun dokumen yang diperlukan oleh Tenaga Kerja Asing dalam
permohonan pengesahan RPTKA, disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing yang berbunyi:

“Pemberi kerja TKA dalam menyampaikan data calon TKA
sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dengan melampirkan dokumen
paling sedikit, yaitu:

ljazah pendidikan;

Sertifikat kompetensi atau pengalaman Kerja;

Perjanjian kerja atau perjanjian lain;

Surat keterangan penunjukan tenaga kerja pendamping TKA
Surat pernyataan sebagai penjamin TKA; dan

Rekening koran/Tabungan TKA atau Pemberi Kerja TKA.

hD OO o

Data calon TKA beserta dokumen yang dilampirkan akan dilakukan
Verifikasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dengan jangka waktu
paling lama dua (2) hari kerja. ketika verifikasi dilakukan, dan apabila
data calon TKA dan dokumen sudah dinyatakan lengkap dan benar serta
pemberi kerja TKA juga sudah membayar Dana Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat

menerbitkan Pengesahan RPTKA.

Berkaitan dengan visa, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 14

Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2021 adalah:

“Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk
mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.”

Berdasarkan pada pasal tersebut, menjelaskan bahwa Tenaga Kerja

Asing bisa mendapatkan visa izin tinggal untuk bekerja, apabila sudah
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mendapatkan pengesahan RPTKA. oleh karena itu, Menteri atau Pejabat
yang ditunjuk menyampaikan data calon Tenaga Kerja Asing kepada
Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia
atau pejabat yang ditunjuk dalam merekomendasikan visa untuk izin

tinggal dalam rangka bekerja.

B.  Tinjauan Umum Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1.

Pengertian dan Pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
Asing
Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disingkat

menjadi DKPTKA, menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2021
pada Pasal 1 angka 7 adalah

“Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar
oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai
penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.”

Seperti penjelasan yang ada pada Bab Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, bahwa pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja adalah salah satu
syarat untuk penerbitan pengesahan RPTKA. Pembayaran atas DKPTKA
untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, dilakukan setelah data Calon
TKA serta dokumennya sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk, baru setelah itu pemberi kerja akan
mendapatkan kode billing dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*!

Disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa

41 Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
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pembayaran DKPTKA menjadi penerimaan negara bukan pajak atau
pendapatan daerah berupa retribusi daerah Hal ini diperjelas, sebagaimana
yang terdapat pada Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berbunyi:
“DKPTKA sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) menjadi:
a. Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pengesahan RPTKA
baru, Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja
di lokasi lebih dari satu (1) provinsi, dan Pengesahan RPTKA
KEK;
b. Pendapatan Provinsi untuk pengesahan RPTKA perpanjangan
bagi TKA vyang bekerja di lokasi lebih dari satu (1)
kabupaten/kota dalam satu (1) provinsi; dan
c. Pendapatan daerah kabupaten/kota untuk Pengesahan RPTKA

perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu (1)
wilayah kabupaten/kota.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih
dari satu provinsi dan yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
maka pembayaran DKPTKA akan menjadi Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Sementara untuk Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lokasi lebih dari
satu kabupaten/kota yang masih dalam satu wilayah provinsi, DKPTKA
akan menjadi penerimaan daerah Provinsi. begitu pula bagi Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing yang hanya
bekerja di satu wilayah kabupaten/kota, maka DKPTKA tersebut akan
ditetapkan menjadi Penerimaan Daerah Kabupaten/kota yang berupa

retribusi daerah.
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Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja,
nantinya melalui website TKA Online akan diterbitkan surat
pemberitahuan pembayaran DKPTKA. Pembayaran DKPTKA tersebut
berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP
atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan

daerah berupa retribusi daerah.*?

Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP berisi
mengenai, identitas pemberi kerja TKA, identitas TKA, kode billing
pembayaran DKPTKA, besaran atau nominal pembayaran DKPTKA,
serta batas waktu pembayaran DKPTKA. Berbeda hal nya dengan surat
pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah berupa
retribusi daerah yang berisi mengenai, identitas pemberi kerja, identitas
TKA, nama bank, nomor rekening, atas nama rekening, dan besaran atau

nominal DKPTKA yang harus dibayar.

Pembayaran DKPTKA kewajiban membayar DKPTKA tidak
diberlakukan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, lembaga
sosial, badan internasional, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di
lembaga pendidikan. Pembayaran atas DKPTKA ini dilakukan sesuai
dengan jangka waktu yang ada pada pengesahan RPTKA serta dibayarkan

di muka.®®

42 pasal 36 Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021
43 Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2021.
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Hubungan DKPTKA dengan Keuangan Negara
Pengertian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah

“sekelompok hukum tertulis yang isinya mengenai hak dan
kewajiban negara dalam bidang keuangan, termasuk barang-barang yang
menjadi milik negara terkait dengan kegiatan negara atau publik.”

Van der Kemp mendefinisikan keuangan negara merupakan hak
yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala sesuatu baik
yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara yang
berhubungan dengan hak-hak tersebut**

Menurut M. Subagio, mengatakan bahwa keuangan negara
merupakan hak dan kewajiban suatu negara yang dapat dinilai dengan
uang, ataupun segala sesuatu yang baik, dapat berupa uang atau barang
yang menjadi milik negara yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban.*

Pengertian diatas, menunjukan bahwa terdapat unsur-unsur dari
keuangan negara yaitu, uang dan barang yang menjadi milik negara.
Kekayaan negara, serta suatu hak dan kewajiban dari negara yang dapat
dinilai dengan uang.*®

Sama halnya dengan pengertian Keuangan Negara menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

4 W. Riawan Tjandra, , “Hukum Keuangan Negara”, Kompas Gramedia, Jakarta 2013, him 2

4 Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pres, Jakarta, 1991, him 11

46 Holmes Sianturi, “kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara”, Jurnal wawasan yuridis, Vol.1.No.1, 31 Maret 2007,

him.8.
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Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 angka 11
disebutkan bahwa,

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban”

Berdasarkan pengertian keuangan negara pada pasal tersebut,
bahwasanya unsur-unsur yang terdapat dalam keuangan negara ialah suatu
hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, barang yang telah
menjadi milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban.

Pengertian keuangan negara tidak sebatas diartikan sebagai uang
negara, melainkan seluruh kekayaan negara yang ada didalamnya serta
seluruh hak dan kewajiban yang dapat timbul karenanya. Sebagaimana
yang terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara menyebutkan

“bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi:

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan negara;

Pengeluaran negara;

Penerimaan daerah;

Pengeluaran daerah;

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau

oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan

daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan  dan/atau
kepentingan umum; dan

Q o a0
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Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Penjelasan pasal diatas, menunjukan bahwa hakekat dari keuangan

pusat dan keuangan daerah adalah keuangan negara.*’” Hubungan tersebut

tentunya menjadi suatu konsekuensi dari kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang merupakan kesatuan dari penyelenggaraan

sistem administrasi negara. berdasarkan pada Pasal 2 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Keuangan

Daerah,

“dalam ruang lingkupnya meliputi:

a.
b.
C.
d.

e.

Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan
retribusi;

Pengelolaan TKD;

Pengelolaan Belanja Daerah;

Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah;
dan

Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.”

Pada ruang lingkup yang disebutkan diatas, mengenai pemberian

sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pada Pasal 87 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa retribusi terbagi atas

beberapa jenis yaitu terdiri atas:

a.
b.
C.

Retribusi Jasa Umum;
Retribusi Jasa Usaha; dan
Retribusi perizinan tertentu.

7 1bid
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Erat kaitannya dengan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, yang apabila dibayarkan kepada pemerintah daerah akan menjadi
pendapatan daerah berupa retribusi daerah. Undang-undang Nomor 1
tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah, pada Pasal 88 Ayat (4) menyatakan bahwa jenis
pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan

Tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 87 Ayat (1)

“huruf ¢ meliputi:

a. Persetujuan bangunan gedung;
b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. Pengelolaan pertambangan rakyat.”

pada penjelasan pasal diatas, secara langsung menegaskan bahwa
penggunaan tenaga kerja asing termasuk dalam retribusi perizinan tertentu,
artinya bahwa retribusi perizinan tertentu mengenai penggunaan tenaga
kerja asing adalah berupa Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja

Asing.

Tinjauan Umum tentang Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan bagi tenaga kerja, baik tenaga kerja dalam
negeri maupun tenaga kerja asing, menjadi bagian atau unsur yang penting
dalam penggunaan tenaga kerja. pengawasan menjadi suatu upaya dalam

penegakan hukum yang dapat menjaga sekaligus mengawasi apabila
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terjadi hal-hal diluar pengaturan khususnya dalam hal ini ada pada bidang
ketenagakerjaan.
Pengertian dan Tujuan Pengawasan

Menurut Bagir Manan Pengawasan merupakan bentuk hubungan
dengan sebuah legal entity yang mandiri, yang mana bentuk dan isi
pengawasan dilakukan menurut atau berdasarkan pada undang-undang.
pengawasan juga tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang
tidak ditentukan di dalam undang-undang.*® Pengertian pengawasan yang
dikemukakan oleh Bagir Manan menjelaskan bahwa Legal entity yang
dimaksudkan ialah sebuah lembaga pengawas yang mandiri, yang
merupakan suatu lembaga eksternal dari lembaga yang diawasi. Secara
substansi juga dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan dan harus
ditentukan berdasarkan pada undang-undang.

Menurut Sondang P. Siagian memberikan pengertian pengawasan,
bahwa yang dimaksud dari pengawasan adalah suatu proses pengamatan
dari suatu pelaksanaan seluruh kegiatan dengan tujuan dapat terjaminnya
semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan.*® Pengertian ini mengartikan bahwa
pengawasan hanya dapat dilakukan atau diterapkan untuk pelaksanaan
kegiatan yang sedang berjalan, namun tidak untuk kegiatan yang sifatnya

sudah selesai dilaksanakan. Dengan perkataan lain, pengertian yang di

48 Jazim Hamidi, Mustafa Luthfi, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, UB Press,

2012, him 42

49 1bid, him 40
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kemukakan oleh Sondang P Siagian ini tidak berkaitan satu sama lain.
Berbeda hal nya menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan yang
mengemukakan bahwa pengertian dari pengawasan adalah suatu fungsi
manajemen guna menjamin pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.

Pengertian pengawasan ketenagakerjaan ditinjau dari segi aturan,
yang diatur di dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan bahwa pengawasan
ketenagakerjaan merupakan kegiatan mengawasi dan menegakkan suatu
pelaksanaan yang berasal dari peraturan Perundang-undangan di bidang
Ketenagakerjaan. Dengan kata lain aturan ketenagakerjaan mendefinisikan
bahwa pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu kegiatan untuk
mengawasi ditaatinya pelaksanaan peraturan Perundang-undangan
ketenagakerjaan.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan ini menurut Arifin Abdul
Rachman, yang dikutip oleh Dr Jazim Hamidi ialah untuk mengetahui
apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau tidak sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk mengetahui
apakah pelaksanaan kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip
atau aturan yang ditetapkan. °° berbeda hal nya dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Leonard D. White bahwasanya pengawasan bertujuan

untuk menjamin bahwa kekuasaan digunakan untuk diperintah dan

>0 1bid, him 48.
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mendapat dukungan dan persetujuan dari rakyat, serta melindungi hak
asasi manusia yang sudah dijamin oleh undang-undang dari tindakan-
tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan, dan juga bertujuan agar dapat
terhindar dari terjadinya perbuatan atau perlakuan yang merugikan
masyarakat.>!
Fungsi Pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Amanat yang terdapat pada Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI Tahun
1945, yang mengatur bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk
menjalani otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
telah diatur di dalam undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat.

Urusan pemerintahan yang diatur di dalam undang-undang, terdiri
dari tiga urusan pemerintahan yaitu, Urusan Pemerintahan Absolut,
Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.®? erat
kaitannya dengan pemerintah daerah, terdapat urusan pemerintahan
konkuren yang merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.
urusan pemerintahan konkuren juga terdiri atas urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. %3

Bidang ketenagakerjaan atau urusan tenaga kerja merupakan salah

satu urusan konkuren yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib

51 1bid. him 49
52 pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
53 Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah
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namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang ini menjadi salah
satu urusan dibagi kepada pemerintahan daerah.>* Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah, juga merupakan
unsur pembantu dari Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah yang berada dalam wilayah kewenangannya. Hal ini
tentu secara langsung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai
Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi yang merupakan perangkat
daerah sekaligus sebagai pelaksana operasional yang memiliki tugas
pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.>® Fungsi dari Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi tentunya selain menyelenggarakan atau melaksanakan
kegiatan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja
dan transmigrasi juga berkewajiban untuk merumuskan setiap kebijakan
baik yang bersifat teknis maupun tidak bersifat teknis, melakukan
pembinaan, juga bertanggung jawab atas pengelolaan administratif yang
meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan urusan administrasi

lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian dan keuangan. ¢

5 Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah

55 Pasal 2 Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.

56 Pasal 3 Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.
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Esensi dari uraian diatas, kaitannya dengan urusan penyelenggaraan
pemerintah di daerah, baik di kabupaten maupun kota. hal ini menyangkut
dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengurus atau mengatur
urusan rumah tangganya agar tercapai percepatan pembangunan dan
kesejahteraan, salah satunya dengan mengawasi keberadaan Tenaga Kerja
Asing.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi bertujuan untuk mengawasi kegiatan atau pelaksanaan
yang telah diatur di dalam peraturan Perundang-undangan
ketenagakerjaan, memberikan masukan atau nasehat kepada perusahaan
atau kepada pengurus perusahaan juga kepada tenaga kerja agar menjamin
pelaksanaan efektif dari peraturan Perundang-undangan tentang
Ketenagakerjaan secara menyeluruh atau dalam arti yang luas®’

Seksi pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, memiliki rincian tugas yang satu
diantaranya adalah pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan,
pengawasan, dan penyidikan terhadap pelanggaran norma penggunaan
tenaga kerja asing.”® Berbeda hal nya dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi di Kabupaten Subang, yang menempatkan urusan ini pada

bidang penempatan dan perluasan kerja, hal-hal yang menyangkut urusan

5" Try Wahyu Widanarty, “Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Pasal 14 Ayat
3 Peraturan Gubernur Jawa Timur..” terdapat dalam
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3097 diakses tanggal 2 Januari
2023 Jam 10.19 WIB

58 https://disnakertrans.jabarprov.go.id/tupoksi diakses tanggal 2 Januari 2023 Jam 16.15 WIB
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mengenai Tenaga Kerja Asing diberikan kepada Seksi penempatan dan
Tenaga kerja, yang berkaitan dengan hal ini memiliki fungsi untuk
melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing
yang lokasi kerjanya di dalam wilayah Kabupaten Subang. Hal sesuai
dengan aturan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Subang Nomor
64 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dalam pasal 35 Ayat (1) menerangkan bahwa
pengawasan dalam hal Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada pada Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan dan atau pejabat imigrasi yang bertugas di bidang
pengawasan dan penindakan imigrasi. Pengawas Ketenagakerjaan
melakukan pengawasan pada norma mengenai penggunaan Tenaga Kerja
Asing.

Mengingat kembali bahwa urusan ketenagakerjaan, khususnya
mengenai Tenaga Kerja Asing ini termasuk dalam urusan pemerintahan
konkuren, yang mana kewenangannya juga terbagi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota.
Maka disamping itu pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing ini, tidak

lepas dengan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan
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pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi dengan
instansi pemerintah atau bahkan unit kerja lainnya.

Pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing selain melibatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai representasi dari
pemerintah dalam urusan ketenagakerjaan, namun terdapat instansi
pemerintah lain yang berurusan dengan hal keimigrasian vyaitu,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pengawasan
khususnya kepada Tenaga Kerja Asing, dilakukan secara Teknis oleh
sebuah Tim yang dinamakan dengan Tim Pengawasan Orang Asing yang
disingkat menjadi Tim PORA.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kementerian Hukum dan
HAM Nomor 50 Tahun 2016, bahwa Tim Pengawasan Orang Asing atau
yang selanjutnya disebut dengan Tin Pora, adalah suatu tim yang terdiri
dari beberapa instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan
fungsi berkaitan dengan keberadaan serta kegiatan orang asing.
Pembentukan Tim Pora dilaksanakan pada tingkat pusat dan tingkat
daerah.

Tinjauan Umum Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam islam, bekerja dapat dikatakan sebagai bentuk dari amal
saleh, sama hal nya dengan belajar, Bekerja mencari rezeki yang baik
untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup, termasuk sebagai bentuk ibadah
bahkan termasuk kedalam jihad di jalan Allah. Mengingat bahwa tujuan
penciptaan manusia di bumi ialah untuk beribadah kepada Allah SWT,

dengan demikian bekerja termasuk sebagai bentuk ibadah dalam arti luas
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yang mana merupakan suatu usaha yang didasari oleh amal saleh guna
mencari rezeki atau nafkah yang baik atau halal.>®
Berkaitan dengan ketenagakerjaan, mengingat bahwa pengertian
dari hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan
pekerja yang berdasar atas perjanjian kerja. Maka dengan adanya
perjanjian kerja, artinya terdapat perjanjian antara pemberi kerja dengan
pekerja atau buruh, sebagaimana perjanjian kerja memuat beberapa unsur
yaitu, unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian kerja juga harus
memuat syarat-syarat serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Berdasarkan unsur-unsur dalam perjanjian kerja serta hal yang harus
termuat didalamnya, maka Islam meletakkan dasar-dasar harus
terpenuhinya hak dan kewajiban antara pemberi kerja/majikan dengan
pekerja/buruh sesuai dengan perintah yang terdapat dalam Al-Quran,
sebagaimana Allah SWT berfirman didalam Surah Al-Maidah (1) :
s it e G V) VT A &1 &l dally 1851 1 stale (il G
2 GRS A {258 45 izl

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali bagimu yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika
kamu sedang berihram (sedang mengerjakan haji). Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Berdasarkan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markaz

Ta’dzhim Al-Qur’an yang dibawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad

% Mawardi penwangi, “hubungan kerja dan ketenagakerjaan dalam perspektif islam” , Jurnal Pilar :
Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 1,No.2, Desember 2010, him 80
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Zuhair Hafidz , Narasumber merupakan seorang Profesor Fakultas Al-
Qur’an di Universitas Islam Madinah, dalam tafsir Surah Al-Maidah (1)
pada kalimat seruan pertama yaitu “Hai orang-orang yang beriman,
penuhilah akad-akad itu.”, kalimat seruan ini mengajak orang-orang yang
beriman untuk memenuhi setiap akad. Akad-akad ini meliputi setiap akad
yang dibuat Allah SWT terhadap hambaNya serta hukum yang telah
ditetapkan bagi hambaNya dan akad yang dibuat sesama hambaNya yaitu
seperti, akad jual-beli, akad amanah, dan akad lainnya yang diperbolehkan
oleh syariat.®

Dalam hal hubungan kerja, berdasarkan penjelasan diatas, bahwa
terdapat firman Allah SWT yang tertuang didalam QS. Al-Maidah (1)
dalam tafsirnya dijelaskan bahwa setiap orang beriman harus memenuhi
akad itu, maka dari itu baik pemberi kerja dan pekerja atau buruh harus
memenuhi serta menyadari akad atau ketentuan-ketentuan mengenai
masing-masing hak dan kewajibannya yang telah disepakati didalam
perjanjian kerja. oleh karenanya ketenagakerjaan, khususnya dalam hal
hubungan kerja, apabila dikaitkan dengan perspektif hukum islam maka
dapat digiyaskan sebagai atau tergolong ke dalam konsep ijarah (sewa-
menyewa) yang kaitannya dalam hal ini yaitu, jual-beli jasa. &

Dalam kaitannya dengan hubungan kerja yang digiyaskan ke dalam
ijarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: Ath-Thalaq (6) :

80 https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html diakses tanggal 2 Januari 2023 Jam 19.18

WIB
&1 1bid.
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka dan menyempitkan (hati) merek. Dan jika mereka (istri-istri yang
sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika
mereka menyusukan (anak-anak)mu maka Berikanlah imbalan atau upah
kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Berdasarkan surah diatas, Ayat ini menjelaskan mengenai kebolehan
dalam melakukan sewa-menyewa atau ijarah, yang mana dalam Ayat
diatas sewa menyewa yang dimaksud adalah sewa-menyewa tenaga
manusia. Digambarkan dalam Ayat diatas yaitu, adanya pemberian
imbalan atau upah kepada orang yang menyusukan bayi dan pemilihan
tenaga kerjanya.®?

Dalam konteks ijarah, kaitannya dengan hubungan kerja seorang
yang melakukan sewa dinamakan musta jir atau orang yang mengontrak
tenaganya, sementara seseorang pekerja atau buruh yang dikontrak
tenaganya disebut sebagai ajir. Dengan demikian, seorang musta jir yang
menyewa ajir (pekerja atau buruh) untuk mengerjakan atau melaksanakan
pekerjaan yang sudah disepakati, nantinya akan mebeikan imbalan atau

upah kepada ajir (pekerja). &

62 Darwis Anatami, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 dan Hukum Isla, Al-‘adaiah, Vo..13, No.2, 2016, hlm 209
& Ibid., him 211
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Sebagai kesimpulan, maka konsep hubungan kerja yang merupakan
hubungan antara pemberi kerja atau majikan dengan pekerja atau buruh
dapat digiyaskan ke dalam konsep ijarah sebagai perjanjian sewa-

menyewa dalam hal tenaga dalam pekerjaan.
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IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.34 TAHUN 2021

TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN

SUBANG MENGENAI PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI TENAGA

KERJA ASING

Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang dikenal dengan sebutan

DISNAKERTRANS, merupakan satuan Perangkat Daerah di bawah Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang. Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Subang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Subang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Subang memiliki tugas pokok untuk membantu kepala daerah, dalam
hal ini adalah Bupati, untuk melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral yang berada
dalam kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang telah diberikan kepada
pemerintah daerah kabupaten.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya, dan juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

“Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022, bahwa Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis pada bidang tenaga kerja, transmigrasi
dan energi sumber daya mineral,
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2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayangan umum di
bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sumber daya mineral;

3) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada bidang tenaga Kerja,
transmigrasi dan sumber daya mineral;

4) Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi
dan pelaporan, urusan umum, dan kepegawaian serta urusan keuangan
dan barang daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Subang, bahwa Susunan organisasi pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Subang yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas memiliki tugas pokok dalam merencanakan,
mengorganisir, mengendalikan dan melaksanakan serta tentunya
melaporkan kegiatan dinas dalam pelaksanaan sebagian urusan
pemerintahan pada bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Sumber Daya Mineral. Dalam rangka menyelenggarakan tugas
pokok, Kepala Dinas juga memiliki beberapa fungsi yaitu,
melakukan perumusan, penyelenggaraan dan penetapan kebijakan
teknis yang berkaitan dengan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan
energi sumber daya mineral, Kemudian menyelenggarakan
fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas pada bidang tenaga kerja,
transmigrasi dan energi sumber daya mineral, Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi

dari dinas, Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam

lingkup tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral,

62



serta menyampaikan telaah sebagai bahan pertimbangan kebijakan
Kepala Daerah. Berkaitan dengan urusan tata kerja, Kepala Dinas
atau setiap pimpinan organisasi di lingkungan dinas dalam
melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi serta simplifikasi. %
2. Sekretariat
Sekretariat memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan
pelayanan administratif, melakukan koordinasi dan pengendalian
dengan internal kesekertariatan yang meliputi perencanaan,
evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian serta keuangan dan barang daerah. Sekretariat juga
membawahi beberapa sub yaitu, Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah serta
Kelompok Jabatan Fungsional.®
3. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Bidang ini memiliki tugas pokok dalam menyusun pedoman teknis
yang bersangkutan dengan suatu penyelenggaraan pelatihan tenaga
kerja, pemagangan sertifikasi, produktivitas tenaga kerja, serta
melaksanakan pembinaan lembaga dan instruktur. Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki beberapa

fungsi, yaitu melakukan penyusunan program kerja dan kebijakan

64 Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
% Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
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program pelatihan, standarisasi serta sertifikasi pemagangan
tenaga kerja. kemudian melaksanakan kebijakan permasyrakatan
produktivitas tenaga kerja melalui penyuluhan dan pembentukan
lembaga produktivitas pada lembaga pelatihan tenaga kerja baik
dari pemerintah maupun swasta, melakukan pelaksanaan terhadap
pemagangan baik di dalam maupun luar negeri dan melakukan
koordinasi dengan bidang atau unit terkait kerja lain. Bidang ini
juga membawahi kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Bidang ini mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan suatu
kegiatan, menyebarluaskan beberapa informasi terkait dengan
pasar kerja, penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan
kerja. kemudian bidang ini juga membawahi kelompok jabatan
fungsional. Bidang ini memiliki beberapa fungsi vyaitu,
melaksanakan penempatan tenaga kerja, memberikan izin dan
pembinaan pada bidang penempatan dan pendayagunaan tenaga
kerja, melakukan pembinaan atas penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pendatang di Perusahaan. Kemudian melakukan pemantauan serta
pengevaluasian kegiatan penempatan dan perluasan kerja serta
melaksanakan koordinasi dengan bidang atau unit kerja lain yang

terkait. Bidang ini, juga membawa kelompok jabatan fungsional.®’

6 Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
67 Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
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5. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
Bidang ini mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan
pembinaan dan pengembangan terkait hubungan industrial,
persyaratan Kkerja, pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja dan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kelembagaan dan
jaminan sosial tenaga kerja, Bidang Pembinaan dan Perlindungan
ketenagakerjaan ini dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki
fungsi yaitu, melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan
industrial, pembinaan, pemantauan dalam hal pengupahan dan
kesejahteraan pekerja, kemudian menyampaikan telaahan untuk
dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh
Kepala Dinas, Pelaksanaan koordinasi dengan Pengawas
Ketenagakerjaan Provinsi dalam rangka penanganan permasalahan
ketenagakerjaan. Bidang Pembinaan dan  Perlindungan
Ketenagakerjaan juga membawahi kelompok jabatan fungsional. 8
6. Bidang Transmigrasi
Bidang ini memiliki tugas pokok untuk melakukan perumusan dan
pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi,
pengerahan dan penempatan, pembinaan dan kerja sama daerah
dalam pelaksanaan program pembangunan kawasan transmigrasi.

Bidang Transmigrasi memiliki fungsi yaitu, melaksanakan

% Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
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pendaftaran dan seleksi serta identifikasi administrasi
kependudukan bagi calon transmigrasi yang akan diberangkatkan,
kemudian melakukan kerjasama daerah dalam bidang transmigran,
menyelenggarakan pelatihan bagi calon transmigran yang akan
diberangkatkan, kemudian memantau dan pengevaluasian terhadap
pelaksanaan kegiatan transmigrasi. Bidang ini juga membawahi
kelompok jabatan fungsional.®

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

8. UPTD

9. Jabatan Fungsional

8 Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.
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B.

Bagan

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang

Kepala Dinas
Selcretariat
I |
Sub. Bagian Sub. Bagian Kelompok
Umum dan Keuangan dan Tabatan
Kepesawalan Baranz Daerash Fungsional
Bidang Pelatihan Bidang Bidang Pembinaan Bidang Bidang Sumber
dan Produktivitas Penempatan dan dan Perlindungan Transmigrast Dava dan
Tenaga Kerja Perluasan Kerja Eetenagakerjaan Mineral
| | | | |
Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok
Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan
Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional
TUPID

Implementasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

di Kabupaten Subang

Kabupaten Subang yang

1.  Pengaturan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja

Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing
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Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penggunaan tenaga
kerja asing diatur lebih lanjut akan di dalam Peraturan Pemerintah..

Pembayaran DKPTKA berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing yang dilakukan oleh pemberi kerja terhadap TKA yang
dipekerjakannya menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal
23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa Pembayaran
DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA yang bekerja di

wilayah Indonesia.

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, baik yang
hanya bersifat Pengesahan baru atau melakukan Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan, memiliki persyaratan
yang sama, yaitu dengan membayar Dana Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing atau yang dapat disingkat menjadi DKPTKA.

Pembayaran DKPTKA untuk pengesahan RPTKA dalam Pasal 24
Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing menjelaskan bahwa pembayaran tersebut menjadi
Penerimaan Negara Bukan Pajak atau yang disingkat menjadi PNBP dan

menjadi Pendapatan Daerah atau yang berupa Retribusi Daerah. Ketentuan
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tersebut kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) yang
menjelaskan sebagai berikut :

“DKPTKA yang dimaksud dalam Ayat (1) menjadi:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pengesahan RPTKA
baru, pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja
di lebih dari 1 (satu) provinsi, dan pengesahan RPTKA KEK;

b. Pendapatan daerah provinsi untuk pengesahan RPTKA baru,
pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di
lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan

c. Pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pengesahan RPTKA
baru, pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja
di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.”

Berdasarkan penjelasan ketentuan pasal diatas, menunjukan bahwa
pembayaran DKPTKA dibayarkan sesuai dengan lokasi dimana wilayah
kerja dari tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan, serta akan kemana arah
dari hasil DKPTKA tersebut. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pembayaran DKPTKA yang menjadi penerimaan negara bukan pajak akan
dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri dan untuk yang
menjadi pendapatan daerah akan dibayarkan melalui bank daerah yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Prosedur pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

untuk Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan pada wilayah kerja di

Kabupaten Subang
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1. Notifikasi Pembayaran
Perpanjangan DKPTKA di
laman TKA Online

v

2. Mengirim Surat
Pengantar Permohonan
Pembayaran DKPTKA

\4

3. Pemberi kerja
Menerima
SKRD

4. Pemberi Kerja
Melakukan
pembayaran DKPTKA
ke Bank Daerah

v

5. Upload Bukti
Pembayaran DKPTKA
oleh Pemberi Kerja

6. Validasi Bukti
Pembayaran DKPTKA
oleh DISNAKER

Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
atau yang dapat disingkat menjadi Pembayaran DKPTKA merupakan
suatu syarat pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
atau yang disingkat menjadi RPTKA, baik untuk pengesahan RPTKA baru
atau pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing.
Pembayaran DKPTKA ini menjadi suatu keharusan yang tidak dapat
terlepas oleh pemberi kerja dalam mempekerjakan atau mempergunakan
tenaga kerja asing.

Kewajiban membayar DKPTKA oleh pemberi kerja diatur di dalam

Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
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Ketenagakerjaan, yang juga ketentuan mengenai hal tersebut masih diatur
di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan
pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga
diatur dalam pasal 23 sampai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pengaturan mengenai pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dalam Pasal 23 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap
Pemberi Kerja wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang
dipekerjakan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembayaran
DKPTKA untuk Pengesahan Perpanjangan RPTKA bagi Tenaga Kerja
Asing yang bekerja di lokasi dengan satu wilayah, yaitu di Kabupaten
Subang. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 24 Ayat (2) bahwa
Pembayaran DKPTKA untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi
TKA yang bekerja di lokasi dengan satu wilayah baik Kabupaten atau
Kota, maka Pembayaran DKPTKA tersebut menjadi pendapatan daerah
untuk Kabupaten atau kota tersebut.

Dalam pelaksanaan pembayaran DKPTKA yang dilakukan di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Narasumber
menjelaskan alur atau proses pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh
pemberi kerja untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pertama, Sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, menjelaskan bahwa proses pembayaran DKPTKA diawali dengan
munculnya notifikasi atau pemberitahuan melalui surat pemberitahuan

Pembayaran DKPTKA yang terdapat dalam sistem TKA Online.”

Gambar 1. Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA di Web tka
online.

Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA, untuk TKA yang
bekerja hanya di lokasi yang berada dalam satu wilayah kabupaten, akan
diberikan tanda dalam surat yaitu, Surat Pemberitahuan Pembayaran
DKPTKA Sebagai Retribusi Daerah. Pasal 36 ayat (5) Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja

70 \Wawancara dengan Bapak Ali Hanapiah, Kasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.20 WIB
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Asing Dalam Surat Pemberitahuan tersebut, berisi mengenai identitas
pemberi kerja, identitas TKA yang akan dipekerjakan serta Kode billing
pembayaran DKPTKA yang harus dibayarkan melalui Bank Daerah yang
dituju.

Kedua, setelah surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA diterima
oleh pemberi kerja, hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemberi
kerja adalah memberikan Surat Pengantar Permohonan Pembayaran
DKPTKA kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Subang. "

@ o
Phone : 162 2

Kepada Yin.
Kepaia Disnaker Kab. Subang
1 Mayjon Sutoyo S No.48
Di Subang

Dengan Hommat,

Lokasi Keja - Kab. Subang Jawa Barat
Demikian kami sampaikan dan Tenma kasih

Ty oRGRTECH BOONES A

Komardan Hery Supriyad
Goneral tMansger

Gambar 2. Surat Pengantar Permohonan Pembayar DKPTKA

" Wawancara dengan Bapak Ali Hanapiah, Kasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang 30 Agustus 2022 09.20 WIB

72 \Wawancara dengan Bapak Ali Hanapiah, Kasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.20 WIB
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Tahapan ketiga, Pemberian Surat Pengantar Pembayaran DKPTKA
yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pihak dinas, dimana nantinya
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang akan
menerbitkan dan memberikan Surat Ketetapan Pembayaran Retribusi
Daerah atau yang disingkat menjadi SKRD kepada pemberi kerja. hal itu
bertujuan untuk dilakukannya pendataan terkait retribusi daerah yang

dihasilkan dari Retribusi perizinan penggunaan TKA. "3

Gambar 3. Surat Ketentuan Retribusi Daerah

SKRD atau Surat Ketentuan Retribusi Daerah inilah yang
dibutuhkan oleh pemberi kerja yang nantinya akan diteruskan kepada
pihak Bank Daerah untuk dilakukannya pembayaran DKPTKA bagi

Tenaga Kerja Asing yang bekerja di satu lokasi wilayah Kabupaten

3 Wawancara dengan Bapak Ali Hanapiah, Kasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09. 20 WIB
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Subang. SKRD ini menjadi suatu bukti bahwa pemberi kerja telah
melakukan Pembayaran DKPTKA kepada Pemerintah Daerah sebagai
bentuk pembayaran atas Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.”

Narasumber menjelaskan bahwa, Tahap Keempat adalah ketika
SKRD sudah dimiliki oleh pihak pemberi kerja, maka setelah itu pemberi
kerja dapat melakukan pembayaran DKPTKA tersebut ke Bank Daerah
yang dituju sambil membawa dan memperlihatkan SKRD tersebut kepada
Pihak Bank Daerah. "

Setelah Pembayaran DKPTKA dilakukan oleh pemberi kerja kepada
Bank Daerah yang dituju sesuai dengan yang tercantum dalam surat
pemberitahuan serta SKRD, Tahap Kelima pemberi kerja diharuskan
untuk meng upload bukti pembayaran dari Bank Daerah tersebut ke sistem
TKA Online. "®

Tahap Keenam atau proses akhir dari alur ini dengan Pasal 36 ayat
(7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing apabila pemberi kerja telah berhasil
meng upload bukti pembayaran DKPTKA tersebut, maka pihak Dinas
yang dalam hal ini diserahkan kepada Bidang Penempatan dan Perluasan

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, dalam hal

4 Wawancara dengan Bapak Ali Hanapiah, Kasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.20 WIB
> Wawancara dengan Bapak Ali Hanapiah, Kasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.20 WIB
6 Wawancara dengan Bapak Ali Hanapiah, Kasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.20 WIB
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ini akan melakukan Validasi pada Sistem TKA Online atas bukti
pembayaran DKPTKA tersebut. Validasi ini dilakukan bertujuan untuk
mengetahui TKA mana yang sudah atau belum membayar DKPTKA dan
juga untuk melakukan cross check data TKA yang sudah habis atau yang
akan melakukan perpanjangan masa kerja.”’
3. Pelaksanaan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja

Asing di Kabupaten Subang

Pelaksanaan Pembayaran DKPTKA yang peneliti lakukan ke 3 (tiga)
pemberi kerja (perusahaan) yang berada di wilayah Kabupaten Subang,
yaitu PT Taekwang Industrial Indonesia yang kemudian berganti nama
menjadi PT TKG Taekwang Indonesia, PT Handsome, dan PT Pungkook
Indonesia One.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bu Erni dari
PT TKG Taekwang Indonesia, Bu Erni mengatakan bahwa tenaga kerja
asing yang dipekerjakan oleh PT TKG Taekwang Indonesia ada sekitar
berjumlah 80 orang yang untuk saat ini di dominasi berasal dari Korea
Selatan dan China. Bu Erni mengatakan bahwa jumlah saat ini per tahun
2022, terdapat 80 orang tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh
perusahaannya , tidak semua bekerja di wilayah Subang tapi terdapat di

beberapa daerah lainnya. '8

7 Wawancara dengan Bapak Ali Hanapiah, Kasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.20 WIB

8 Wawancara dengan Bu erni, Administratif PAC PT TKG Taekwang Indonesia, Subang 31 Agustus
2022 Jam 09. 25 WIB
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Menurut Bu Erni pihak perusahaannya dalam hal pengurusan
RPTKA serta pembayaran DKPTKA untuk tenaga kerja asing yang baru
melalui agen atau pihak ketiga. Narasumber juga mengetahui aturan
mengenai pembayaran DKPTKA yang mana harus dibayarkan sesuai
dengan wilayah kerja para tenaga kerja asing dan mengetahui konsekuensi
apabila tidak membayar DKPTKA, yang mana konsekuensinya apabila
tidak membayarkan DKPTKA artinya tidak akan mendapatkan
pengesahan RPTKA dan tenaga kerja asing tersebut tidak dapat
dipekerjakan oleh perusahaannya. Narasumber mengatakan bahwa
pembayaran DKPTKA telah sesuai dengan wilayah tempat kerja tenaga
kerja asing dan untuk saat ini pihak perusahaan tidak menemukan kesulitan
atas pembayaran DKPTKA. Bu Erni tidak berkenan dimintakan Data
Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh perusahaannya. ™

Kemudian untuk perusahaan selanjutnya, Peneliti mewawancarai
Bapak Taufik selaku General Affair dari PT Pungkook Indonesia One
Kabupaten Subang. Narasumber mengatakan bahwa saat ini per tahun
2022 terdapat 11 (sebelas) orang Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan
oleh Perusahaanya saat ini, yang didominasi berasal dari Korea Selatan
dan Filiphina.

Bapak Taufik dari PT Pungkook Indonesia One ini juga mengatakan

bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakannya tidak semua bekerja hanya

9 Wawancara dengan Bu erni, Administratif PAC PT TKG Taekwang Indonesia, Subang 31 Agustus
2022 Jam 09.25 WIB

8 Wawancara dengan Bapak Taufik, Generall Affairs, PT Pungkook Indonesia One , Subang 30 Jam
12 40 WIB Agustus 2022
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untuk wilayah Subang saja, tetapi karena PT Pungkook Indonesia One juga
memiliki cabang perusahaan di Blora, Jawa Tengah maka ada beberapa
tenaga Kkerja asing yang dipekerjakan di perusahaan ini berpindah-pindah
atau sifat kerjanya temporal, sehingga terdapat keahlian khusus yang
dibutuhkan dari pekerja tenaga kerja asing tersebut, maka perusahaan akan
segera memanggil tenaga kerja asing tersebut. Bapak Taufik mengatakan
tidak memiliki hambatan atas pembayaran DKPTKA, Narasumber juga
telah mengetahui ketentuan mengenai pembayaran DKPTKA serta
konsekuensi apabila tidak membayar dana kompensasi tersebut. 8!

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Suhendar selaku
General Affair dari PT Handsome Kabupaten Subang, Bapak Suhendar
mengatakan bahwa per tahun 2022, terdapat 19 (sembilan belas) tenaga
kerja asing yang dipekerjakan di PT Handsome. Tenaga kerja asing yang
dipekerjakan di perusahaan ini didominasi berasal dari negara Korea
Selatan dan China. &

Narasumber mengatakan bahwa tenaga Kkerja asing yang
dipekerjakan oleh PT Handsome tidak hanya bekerja untuk wilayah
Subang, namun terdapat juga di wilayah selain Subang, hal ini dikarenakan
keahlian dan keterampilan dari tenaga kerja asing yang dibutuhkan,

sehingga sifatnya moving. 8

81 Wawancara dengan Bapak Taufik, Generall Affairs,PT Pungkook Indonesia One , Subang 30
Agustus 2022 Jam 12.40 WIB

82 Wawancara dengan Bapak Suhendar, Generall Affairs, PT Handsome , Subang 30 Agustus 2022
Jam 15.39 WIB

8 Wawancara dengan Bapak Suhendar, Generall Affairs, PT Handsome , Subang 30 Agustus 2022
Jam 15. 39 WIB
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Narasumber mengatakan sudah mengetahui ketentuan mengenai
pembayaran DKPTKA serta konsekuensi apabila tidak membayarnya.
Pembayaran DKPTKA serta pengurusan RPTKA baru dilakukan melalui
agen, namun untuk pengesahan perpanjangan RPTKA dilakukan mandiri
oleh pihak perusahaan. 8

Narasumber mengatakan bahwa sebagian Pembayaran DKPTKA
sudah dilakukan sesuai dengan RPTKA dan wilayah tempat tenaga kerja
asing, dan beberapa juga sudah ada beberapa yang membayar ke wilayah
Kabupaten Subang. Narasumber juga menambahkan bahwa hambatan
dalam melakukan pembayaran DKPTKA yang mana harus sesuai dengan
tempat tenaga kerja asing bekerja, hambatannya adalah terkait dengan
jarak dari lokasi perusahaan ke bank daerah yang cukup jauh, serta
pengurusan proses pembayaran RPTKA yang cukup panjang.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa
pelaksanaan dari 3 (tiga) perusahaan tersebut adalah
a. Mengetahui ketentuan dari Pembayaran DKTKA, yang mana sebagai

kewajiban pemberi kerja untuk mendapatkan pengesahan RPTKA baru
dan/atau Pengesahan RPTKA perpanjangan, juga mengetahui
ketentuan pembayaran DKPTKA yang berdasarkan wilayah lokasi

tempat tenaga kerja asing bekerja,

8 Wawancara dengan Bapak Suhendar, Generall Affairs, PT Handsome , Subang 30 Agustus 2022
Jam 15.39 WIB
8 Wawancara dengan Bapak Suhendar, Generall Affairs, PT Handsome , Subang 30 Agustus 2022
Jam 15.39 WIB
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b. Mengetahui konsekuensi apabila tidak membayarkan DKPTKA
artinya tidak akan disahkan RPTKA dari tenaga kerja asing tersebut.

c. Masing-masing perusahaan juga sudah memberikan informasi
mengenai jumlah atau total tenaga kerja asing yang dipekerjakannya
per tahun 2022. PT TKG Taekwang Indonesia memiliki 80 Tenaga
Kerja Asing yang dipekerjakan, PT Pungkook Indonesia One memiliki
11 Tenaga Kerja Asing, dan terakhir PT Handsome yang memiliki 19
Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan.

d. PT TKG Taekwang Indonesia dan PT Pungkook Indonesia One
menyatakan sudah membayar DKPTKA sesuai dengan lokasi wilayah
tenaga kerja asing bekerja, dan tidak mengalami kendala dalam
pembayaran DKPTKA.

e. PT Handsome menyatakan bahwa pembayaran DKPTKA sudah
sebagian dilakukan di Kabupaten Subang dan mengatakan bahwa ada
beberapa hambatan dalam melakukan pembayaran tersebut, yaitu jarak
lokasi perusahaan dan bank persepsi yang cukup jauh serta proses atau
alur pembayaran DKPTKA untuk lokasi TKA yang bekerja di wilayah
Subang cukup panjang prosesnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang yaitu, dengan Bapak
Muhammad Ali Hanapiah selaku Kasi di Bidang Penempatan dan
Perluasan kerja. Narasumber juga merupakan validator atas pembayaran

DKPTKA untuk wilayah kerja Kabupaten Subang.
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Peneliti mewawancarai berkaitan dengan data tenaga kerja asing
yang berada dan bekerja di wilayah Kabupaten Subang serta Tenaga Kerja
Asing yang dipekerjakan untuk perusahaan PT TKG Taekwang Indonesia,
PT Pungkook Indonesia One, dan PT Handsome. Data tenaga kerja asing
yang peneliti peroleh hingga data tersebut diolah, peneliti sampaikan data
jumlah tenaga kerja asing pada tahun 2022 yang bekerja di tiga perusahaan
yang peneliti sebutkan sebagai berikut :

Tabel I
Data Tenaga Kerja Asing Per Tahun 2022

Jumlah Data Tenaga Kerja Asing
Per Tahun 2022
No. Pemberi Kerja Wilayah Lain + Hanya
(Perusahaan ) Subang Kabupaten
Subang
1 PT TKG Taekwang 155 TKA 41 TKA
Indonesia
2 PT Pungkook Indonesia 82 TKA -
One

3 PT Handsome 21 TKA 8 TKA

Berdasarkan data yang peneliti sampaikan diatas, bahwa jumlah
tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan yang berada di Kabupaten
Subang, menunjukan angka yang cukup tinggi. Menurut Bapak Ali
Hanapiah pendataan mengenai Jumlah tenaga kerja asing yang dilakukan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang bersumber
pada laman online atau sistem yang disebut dengan tka.daerah,

Narasumber menyatakan bahwa pendataan tenaga kerja asing tersebut
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dilihat dari lokasi wilayah kerja penerbitan RKPTKA serta periode waktu
tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan.8®

Data jumlah tenaga kerja asing pada PT TKG Taekwang Indoensia,
PT Pungkook Indonesia One dan PT Handsome, yang peneliti dapatkan
dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dan
jumlah tenaga kerja asing dari PT TKG Taekwang Indonesia, PT
Pungkook Indonesia One, dan PT Handsome yang peneliti dapatkan
melalui hasil wawancara. Peneliti menyimpulkan dan mengolah data dari
kedua pihak narasumber untuk disandingkan sebagai berikut :

Tabel 11
Perbandingan Jumlah Data TKA 2022 Antara Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dengan Pihak Perusahaan.

Jumlah Data Tenaga Kerja Asing
2022
Di - —
inas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Perusahaan
Subang
NO . . . Wilayah Lain +
Perusahaan Wilayah lain + | Wilayah Subang dan Wilayah
Subang Subang
Subang
1 PT TKG Taekwang 155 TKA 41 TKA 80 TKA
Indonesia
2 PT Pungkook 82 TKA - 11 TKA
Indonesia One
3 PT Handsome 27 TKA 8 TKA 19 TKA

Jumlah tenaga kerja asing yang peneliti peroleh dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang apabila disandingkan dengan

pernyataan pada saat wawancara yang peneliti lakukan terhadap ketiga

8 \Wawancara dengan Bapak Ali Hanapiah, Kasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.20 WIB
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perusahaan sebelumnya, menunjukan angka atau jumlah dari tenaga kerja
asing tersebut berbeda.

Kemudian Peneliti mewawancarai Ibu Yeni Nuraeni selaku Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang yang
menjelaskan perihal pelaksanaan pembayaran DKPTKA oleh pemberi
kerja atau Perusahaan di Kabupaten Subang, Narasumber memberikan
data terkait total DKPTKA yang diperoleh di Kabupaten Subang. 8’ Maka
peneliti akan menyampaikan data total DKPTKA yang diperoleh di
Kabupaten Subang pada tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 111
Total Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun

2021 sampai dengan Tahun 2022

Total
Total Target o
Realisasi
No Tahun Pembayaran Persentase
Pembayaran
DKPTKA

DKPTKA
1 2021 3.255.000.000 1.926.152.000 59,18%
2 2022 4.000.000.000 654.880.000 16%

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa total dari pembayaran
DKPTKA di Kabupaten Subang di tahun 2021 dan 2022 mengalami
penurunan dan tidak mencapai total yang ditargetkan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Subang.

87 Wawancara dengan Ibu Yeni Nuraeni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.55 WIB
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Ibu Yeni sebagai Narasumber dari pihak Dinas menjelaskan bahwa
penurunan total perolehan DKPTKA pada tahun 2021 dan 2022 di
Kabupaten Subang berkaitan dengan kesulitan atau hambatan dari pihak
dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam memperoleh data dan informasi
mengenai hal penggunaan tenaga kerja asing dari pihak perusahaan.®

Narasumber menjelaskan bahwa ketika monitoring dilakukan oleh
pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi ke perusahaan, pihak perusahaan
sulit dimintakan data dan informasi seputar tenaga kerja asing yang
dipekerjakan olehnya, namun apabila dinas bisa memperoleh data dan
informasi mengenai penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan, tidak
jarang kalau data yang dimiliki oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi
dengan data yang diperoleh dari pihak perusahaan itu berbeda. 8°

Sulitnya mendapatkan data dan informasi dari perusahaan serta
perbedaan data dan informasi yang didapati oleh pihak dinas, menjadi
sebuah hambatan dalam pelaksanaan pembayaran DKPTKA di Kabupaten
Subang. Selain hal tersebut, Ibu Yeni selaku narasumber menjelaskan
bahwa kemungkinan terjadinya perbedaan data serta adanya pihak
pemberi kerja atau perusahaan tidak membayarkan DKPTKA ke

Kabupaten Subang, karena perbedaan lokasi Kerja yang tertera pada

8 \Wawancara dengan lbu Yeni Nuraeni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.55 WIB
8 Wawancara dengan Ibu Yeni Nuraeni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.55 WIB
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Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing (RPTKA) berbeda dengan
realita yang sebenarnya.*

Berdasarkan wawancara serta data yang penulis peroleh dari kedua
pihak, dalam penelitian ini peneliti menganalisis bahwa pihak pemberi
kerja telah melakukan pembayaran DKPTKA untuk setiap TKA yang
dipekerjakan, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada
Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disebutkan bahwa, pemberi kerja
TKA wajib membayar DKPTKA yang mana hal itu menjadi suatu
persyaratan untuk pengesahan RPTKA.

Akan tetapi dari segi konteks data yang peneliti peroleh, ditemukan
ketidaksesuaian atau perbedaan jumlah data tenaga kerja asing dari tabel
yang sudah disampaikan diatas. Faktor terjadinya ketidaksesuaian data
tenaga kerja asing yang menjadi salah satu penghambat bagi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, karena terdapat perbedaan
jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Subang, sehingga
berimbas pada penurunan perolehan pendapatan Dana Kompensasi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Oleh karena itu, dari ketidaksesuaian data tenaga kerja asing

tersebut, Dinas menemukan bahwa terdapat pihak tenaga kerja asing yang

% Wawancara dengan lbu Yeni Nuraeni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang, Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.55
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belum membayarkan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing
sesuai dengan lokasi wilayah tenaga kerja asing bekerja.

Menilik beberapa fakta di lapangan dalam penjelasan diatas, peneliti
menganalisis dengan mengacu pada aturan yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing. Pasal 24 Ayat (2) yang dengan rinci menyatakan bahwa
pembayaran DKPTKA harus dibayarkan sesuai lokasi wilayah tenaga
kerja asing dipekerjakan, namun pada fakta di lapangan pemberi kerja
masih tidak mentaati peraturan tersebut.

Peneliti menganalisis bahwa adanya pemberi kerja yang tidak
membayarkan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sesuai
dengan lokasi wilayah kerja tenaga kerja asing yang dipekerjakan, hal
tersebut karena apabila menilik ketentuan Pasal 40 huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing vyaitu,

“Sanksi pencabutan pengesahan RPTKA sebagaimana yang
dimaksud pada Pasal 36 Ayat (1) huruf ¢ dikenakan kepada pemberi kerja
TKA yang melanggar ketentuan :

d. Tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1)”

Ketentuan pasal diatas hanya sebatas mengatur apabila pemberi
kerja tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan, maka
dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan pengesahan RPTKA. Peraturan

yang sama, juga sudah mengatur dengan rinci dan jelas yang terdapat

dalam Pasal 24 Ayat (2). bahwa pembayaran DKPTKA dapat menjadi
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Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah sesuai dengan
lokasi wilayah tenaga kerja asing dipekerjakan. menilik bentuk
pelanggaran serta sanksi yang dikenakan, peneliti menganalisis bahwa
terdapat penyiasatan aturan hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi
kerja TKA di Kabupaten Subang dalam pelaksanaan pembayaran dana
kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.

masalah-masalah yang timbul dalam penggunaan tenaga kerja asing,
khususnya pembayaran DKPTKA di Kabupaten Subang sulit untuk diatasi
karena ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat
disiasati oleh pemberi kerja, sehingga hal tersebut akan terus berpengaruh
pada hasil pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah Kabupaten
Subang.

Oleh karena itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Ketenagakerjaan perlu meningkatkan upaya dalam menegaskan
pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing, dengan cara
membuat pengaturan sejelas dan serinci mungkin agar tidak terdapat celah
hukum yang bisa disiasati sehingga pelanggaran yang masih ditemukan di
lapangan tidak berulang kali terjadi.

C. Proses Pengawasan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga
Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.

1.  Pengaturan dan Proses Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Pengaturan mengenai pengawasan terhadap tenaga kerja asing diatur
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing, dalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan bahwa

87



pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan provinsi, serta pihak atau pejabat dari Keimigrasian yang
bertugas dalam hal pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan penjelasan dalam regulasi diatas, bahwa terdapat
beberapa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan atau
melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing yaitu,
Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi, serta Pejabat Keimigrasian.

Masing-masing dari pihak tersebut memiliki tugas atau urusan yang
berbeda dalam melaksanakan pengawasan terhadap tenaga kerja asing,
pihak pengawas ketenagakerjaan dan/atau Dinas tenaga kerja dan
Transmigrasi provinsi melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan
aspek Ketenagakerjaan, sementara Pihak keimigrasian melaksanakan
pengawasan yang berkaitan dengan aspek keimigrasian.

Pengawas ketenagakerjaan merupakan pegawai negeri sipil yang
memegang jabatan sebagai pengawas ketenagakerjaan. Pengawas
ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas
penyimpangan atau adanya pelanggaran norma undang-undang

ketenagakerjaan yang tidak mengandung unsur pidana.®*

9Widodo Suryandono, Tenaga Kerja Asing : Analisis Politik Hukum, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2018, HIm 120
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Pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang dilakukan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan, diatur didalam Pasal 47 Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing yang menjelaskan mengenai proses pengawasan apabila
ditemukan dugaan pelanggaran oleh Pemberi kerja atas tenaga kerja asing
yang dipekerjakan. Berikut proses atau alur pengawasan yang dilakukan

oleh Pengawas Ketenagakerjaan :

Pemberian MNota
Pemeriksasn 1

Pembenan Surat

Pemberitzhuan
Pengenasn Sanksi |
A dministratif

v

Penyampaian
Laporan Hasil

Penganvasan

Proses atau tahapan pengawasan diatas, yang dilaksanakan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran terkait
norma penggunaan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh pemberi kerja
atau perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing hal yang

pertama dilakukan adalah memberikan Nota Pemeriksaan kepada pemberi
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kerja, apabila pemberi kerja masih belum melaksanakan Nota Pemeriksaan
yang diberikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka Pengawas
Ketenagakerjaan akan memberikan Nota Pemeriksaan kedua kepada
pemberi kerja. kemudian jika sampai pada pemberian Nota Pemeriksaan
kedua pemberi kerja masih belum juga melaksanakan perintah atau arahan
yang terdapat dalam nota tersebut, maka Pengawas Ketenagakerjaan akan
memberikan surat pemberitahuan pengenaan Sanksi Administratif kepada
pemberi kerja.

Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif memuat
beberapa unsur yaitu, berisikan mengenai identitas tenaga kerja asing,
pelanggaran terhadap norma penggunaan tenaga kerja asing, dan sanksi
administratif yang dikenakan. Sanksi administrasi dalam pelanggaran
norma penggunaan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh pemberi kerja
meliputi denda, Penghentian sementara proses permohonan pengesahan
RPTKA, dan pencabutan pengesahan RPTKA.

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyebutkan
“Pelanggaran norma penggunaan tenaga kerja asing yang dapat dikenakan
sanksi administrasi kepada pemberi kerja meliputi :

a. Tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau

Pejabat yang ditunjuk

b. Tidak memiliki Pengesahan RPTKA untuk TKA yang sedang

dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain;

c. Tidak memiliki Pengesahan RPTKA bagi pemberi kerja TKA

yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan

Rintisan (Start-up) berbasis teknologi dan vokasi melebihi
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
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d. Tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia
kepada TKA;

e. Tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial
nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau
program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang
bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;

f. Tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal untuk pelaksanaan penggunaan TKA,
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja
Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih
keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Asing;

g. Tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk
pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian
kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

h. Tidak melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri
sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

i. Mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA,;

j.  Mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang
sama;

k. Mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia;
dan/atau

I. Tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan”

Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif yang telah
diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan kepada pemberi kerja, maka
selanjutnya pengawas ketenagakerjaan akan melaporkan pemberian surat
pengenaan sanksi administratif sebagai laporan hasil pengawasan kepada
Kementerian atau lembaga terkait.

Pengawasan tenaga kerja asing juga terkoordinasi dengan salah satu
pihak salah satunya yaitu, pihak atau pejabat dari keimigrasian. Pihak
keimigrasian bertugas dalam hal pengawasan dan penindakan
keimigrasian. Melalui koordinasi yang dilaksanakan oleh beberapa pihak
maupun instansi atau lembaga pemerintah, maka terbentuk suatu tim

gabungan dari beberapa instansi yang bertugas dalam pelaksanaan
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pengawasan baik tenaga kerja asing ataupun warga negara asing. Tim
Gabungan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing
atau yang dikenal dengan sebutan Tim Pora.

Tim Pora merupakan tim gabungan yang terdiri dari instansi atau
lembaga pemerintah yang terikat dengan tugas serta fungsi mengenai
keberadaan dan kegiatan orang asing.®? Tujuan dari dibentuknya Tim Pora
agar dapat terwujudnya pengawasan terhadap orang asing yang saling
terkoordinasi secara menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang
Asing di Wilayah Indonesia. %

Tugas serta fungsi dari Tim Pora adalah memberikan saran dan
pertimbangan kepada pihak instansi atau lembaga pemerintah mengenai
hal seputar pengawasan orang asing, sehingga anggota dari Tim Pora
memiliki fungsi untuk melaksanakan koordinasi dan pertukaran dan
pengumpulan data  informasi mengenai keberadaan orang asing,
melakukan analisa dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pengawasan
orang asing, membantu penyelesaian apabila terdapat permasalahan
mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing, serta mengadakan
penyusunan rencana operasi gabungan yang dapat dilakukan secara khusus
ataupun insidental, termasuk dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap

instansi yang tergabung dalam anggota Tim Pora.

92 Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim
Pengawasan Orang Asing
9 Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim
Pengawasan Orang Asing
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Tim Pora dibentuk pada tingkat pusat dan tingkat daerah, Tim Pora
tingkat daerah terdiri atas, Tim Pora tingkat Provinsi, Tim Pora tingkat
Kabupaten/Kota, dan Tim Pora tingkat Kecamatan.®* Berkaitan dengan
pengawasan pelaksanaan pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja
Asing di Kabupaten Subang, maka Tim Pora tingkat Kabupaten,
berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing menyatakan
bahwa,

“Anggota Tim Pora tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit terdiri
dari unsur:
Kantor Imigrasi;
Kepolisian Resor kota/ Kepolisian Resor;
Kejaksaan Negeri;
Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota;
Badan Intelijen Negara Daerah ;
Komando Distrik Militer;
Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan
Pangkalan Udara Angkatan Udara.”

S ohoo0oTe

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, berkenaan dengan instansi dan
lembaga pemerintah yang tergabung dalam Tim Pora, maka akan
melaksanakan tugas dan fungsi yang saling bersinergi dalam
melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan tindakan yang
berkaitan dengan orang asing, termasuk dengan Tenaga Kerja Asing. Tim
Pora selain hanya melaksanakan tugas dan fungsi, namun juga dapat

melakukan operasi gabungan jika memang diperlukan. %

% Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim
Pengawasan Orang Asing

% Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim
Pengawasan Orang Asing
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Operasi gabungan yang dilakukan oleh Tim Pora dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu, operasi gabungan secara khusus dan operasi
gabungan yang bersifat insidental.*® Operasi gabungan yang dilaksanakan
secara khusus artinya pelaksanaan operasi tersebut dilakukan dalam
keadaan waktu atau kegiatan tertentu, sementara untuk operasi gabungan
yang dilakukan secara insidental artinya operasi tersebut dilakukan
sewaktu-waktu apabila terdapat laporan dari masyarakat atau anggota tim
pora. ¥

2. Proses pengawasan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
Asing oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang sebagali
representasi dari Pemerintah Daerah dan termasuk dalam organisasi
perangkat daerah yang bertugas dalam melaksanakan serta bertanggung
jawab atas urusan pemerintah daerah dalam bidang ketenagakerjaan. Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang secara garis besar
selain memiliki fungsi dalam melakukan perencanaan, namun memiliki
fungsi untuk melakukan pembinaan atau monitoring, evaluasi, dan juga
pelaporan. Pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menjelaskan bahwa pembinaan
atas penggunaan tenaga kerja asing dilakukan oleh Kementerian dan Dinas

yang menyelenggarakan urusan pada bidang ketenagakerjaan.

% Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim
Pengawasan Orang Asing
9 Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim
Pengawasan Orang Asing
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Berkaitan dengan urusan pembayaran DKPTKA yang termasuk
dalam unsur penggunaan tenaga kerja asing, Berdasarkan wawancara
dengan Bapak Djamalludin selaku Kepala Bidang Penempatan dan
Perluasan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang menjelaskan bahwa di dalam Peraturan Bupati Subang Nomor. 21
Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Subang, memang tidak tersirat mengenai tugas
dan fungsi dinas dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan
tenaga kerja asing.

Narasumber menjelaskan bahwa dalam ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 9 huruf n Peraturan Bupati Subang Nomor. 21 Tahun 2022
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Subang menyatakan bahwa bidang penempatan dan perluasan
kerja. mempunyai fungsi untuk melakukan pemantauan dan
pengevaluasian dalam kegiatan penempatan dan perluasan kerja, termasuk
perihal penggunaan tenaga kerja asing menjadi salah satu tupoksi dari
Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Subang.%

Maka berkaitan dengan urusan penggunaan tenaga kerja asing selain
melaksanakan pembinaan atau monitoring ke perusahaan, pihak dinas

memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi terkait dengan

% \Wawancara dengan Bapak Djamalludin, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kabupaten
Subang, di Subang 30 Agustus 2022 Jam 09.43 WIB
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penggunaan tenaga kerja asing, termasuk dalam urusan pembayaran
DKPTKA. Proses pengawasan Pembayaran DKPTKA yang dilakukan
oleg Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dalam hal
penggunaan tenaga kerja asing adalah dengan bergabung sebagai anggota
Tim Pora Kabupaten, oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melakukan koordinasi serta bersinergi bersama dengan
instansi atau lembaga pemerintah lainnya yang tergabung dalam Anggota
Tim Pora.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yeni Nuraeni selaku
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang,
narasumber menjelaskan bahwa proses Pelaksanaan pengawasan berkaitan
dengan penggunaan tenaga kerja asing, yang khususnya menjadi fokus
dinas adalah dalam hal pembayaran DKPTKA oleh perusahaan. pada
pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
melakukan pengawasan bersama dengan Tim Pora, yaitu melalui operasi
gabungan. %

Operasi gabungan bersama dengan Tim Pora biasanya dilakukan ke
perusahaan yang diduga banyak mempekerjakan tenaga kerja asing.
namun, pelaksanaan operasi gabungan oleh Tim Pora terkadang
dilaksanakan secara mendadak, atau dapat dikatakan sebagai inspeksi

mendadak. Biasanya operasi gabungan di Kabupaten Subang, dilakukan

% Wawancara dengan lbu Yeni Nuraeni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang, di Kabupaten Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09.55 WIB
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paling minimal dihadiri oleh pihak keimigrasian selaku pihak yang
bertanggung jawab penuh atas pengawasan orang asing, kemudian oleh
pihak kejaksaan, pihak kepolisian, dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang bertanggung jawab atas penggunaan tenaga kerja
asing.10

Kemudian narasumber juga menjelaskan, pada saat operasi
gabungan yang dilaksanakan bersama dengan Tim Pora, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan kepada pemberi kerja
atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Pihak Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan terhadap
dokumen-dokumen tenaga Kkerja asing seperti, dokumen Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA, kemudian bukti
pembayaran dari setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Tujuan Dinas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen RPTKA
adalah untuk memastikan jabatan serta lokasi wilayah kerja dari tenaga
kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan.'®® Narasumber
menjelaskan bahwa fakta di lapangan saat operasi gabungan di laksanakan,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengecekan terhadap
RPTKA dari setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan, pihak Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan cross check terkait

kebenaran lokasi wilayah kerja Tenaga Kerja Asing. Dinas Tenaga Kerja

100 \WWawancara dengan Ibu Yeni Nuraeni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang, di Kabupaten Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09.55 WIB
101 wawancara dengan Ibu Yeni Nuraeni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang, di Kabupaten Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09.55 WIB
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menemukan bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan tidak sesuai
dengan lokasi kerja yang ada di lapangan dengan lokasi wilayah kerja di
RPTKA.

Narasumber menjelaskan ketidaksesuaian tersebut diantaranya
adalah, terdapat tenaga kerja asing yang full bekerja di Kabupaten Subang,
namun menambahkan lokasi wilayah kerja lain di dalam RPTKA, padahal
lokasi wilayah kerja tersebut hanya sebatas tempat tinggal tenaga kerja
asing atau kantor cabang dari perusahaan, sehingga lokasi wilayah kerja
tersebut dimasukkan sebagai lokasi wilayah kerja yang tertera pada
RPTKA. 102

Menurut Bapak Djamalludin Pembayaran DKPTKA penting untuk
dilakukannya pengawasan atau controlling, hal ini dikarenakan dengan
beberapa masalah yang timbul terkait data dan informasi mengenai tenaga
kerja asing, mengenai urusan pengawasan pembayaran DKPTKA dinas
sangat menyoroti terkait lokasi penempatan dimana tenaga kerja asing
tersebut bekerja. 13

Lokasi atau wilayah penempatan kerja oleh tenaga kerja asing ini
menjadi fokus dinas tenaga kerja dan transmigrasi karena erat kaitannya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa pembayaran DKPTKA akan

menjadi retribusi daerah apabila Tenaga Kerja Asing bekerja di satu lokasi

102 \Wawancara dengan Ibu Yeni Nuraeni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Subang, di Kabupaten Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09.55 WIB

108 Wawancara dengan Bapak Djamalludin, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Subang, di Subang, 30 Agustus 2022. 09.43 WIB
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wilayah kabupaten/kota. selain itu sebagaimana dengan Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah bahwa penggunaan tenaga kerja asing adalah
sebagai bentuk dari sumber penerimaan daerah yang tergolong dalam
retribusi perizinan tertentu.1%

Menurut Ibu Yeni Nuraeni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Subang dalam melakukan pengawasan penggunaan tenaga
kerja asing, tidak terlepas dengan melakukan koordinasi dengan beberapa
pihak atau instansi lainnya yaitu, dengan pengawas ketenagakerjaan dan
juga pihak keimigrasian, yang mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
juga tergabung dalam keanggotaan Tim Pora, sehingga Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi terus menjalin sinergitas antar sesama anggota
Tim Pora. 1%

Bapak Djamalludin menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk upaya
yang dapat dilakukan oleh dinas perihal penggunaan tenaga kerja asing.
upaya pertama, apabila ditemukan permasalahan antara tenaga kerja asing
dengan tenaga kerja lokal, maka pihak Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melalui Bidang Pembinaan dan Perlindungan Kerja dapat
memberikan Anjuran kepada pengawas ketenagakerjaan, untuk

dikeluarkannya nota pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang

104 Wawancara dengan Bapak Djamalludin, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Subang, di Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09.43

105 \Wawancara dengan Ibu Yeni Nuraeni, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Subang, Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09. 55 WIB
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melakukan kesalahan atau pelanggaran yang menyangkut dengan urusan
hubungan industrial 1%

Upaya kedua, adalah apabila ditemukan pelanggaran terkait dengan
tidak membayar DKPTKA, Penempatan lokasi wilayah kerja tenaga kerja
asing yang tidak sesuai antara yang tertera pada RPTKA dan di lapangan,
maka pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi melalui bidang
Penempatan dan perluasan kerja dapat meneruskan permasalahan tersebut
kepada pihak Keimigrasian dan Kementerian Ketenagakerjaan melalui
surat rekomendasi perihal pelanggaran lokasi penempatan kerja tenaga
kerja asing. 1%

kemudian apabila saat dinas melakukan monitoring ke perusahaan,
apabila terdapat dugaan adanya data dan informasi yang disembunyikan
oleh pihak perusahaan, maka Dinas dapat melaporkan hal tersebut kepada
Pihak Keimigrasian untuk mempertimbangkan dilakukannya operasi
gabungan secara insidental ke perusahaan tersebut. 1%

Berkaitan dengan denda terhadap pelanggaran norma penggunaan
tenaga kerja Asing, menurut Bapak Djamalludin Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi secara
langsung, baik kepada pemberi kerja maupun tenaga kerja asing. oleh

karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan

106 Wawancara dengan Bapak Djamalludin, Kepala Bidang Penempatan dan perluasan Kerja Dinas
tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09.43 WIB
107 \WWawancara dengan Bapak Djamalludin, Kepala Bidang Penempatan dan perluasan Kerja Dinas
tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09.43 WIB
108 Wawancara dengan Bapak Djamalludin, Kepala Bidang Penempatan dan perluasan Kerja Dinas
tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09.43 WIB
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Pengawas Ketenagakerjaan dan Pihak Keimigrasian, karena kedua pihak
tersebut yang berwenang untuk memberikan sanksi atas pelanggaran
penggunaan tenaga kerja asing. 1%°

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang peneliti sampaikan diatas, perihal proses pengawasan
pembayaran DKPTKA oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di
Kabupaten Subang. Peneliti menganalisis dan berpendapat bahwa
pelaksanaan pengawasan Pembayaran DKPTKA oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Subang yang dilaksanakan bersama dengan
Tim Pora masih belum optimal, dikarenakan masih ditemukan
pelanggaran norma penggunaan tenaga kerja asing yang terulang, seperti
Pemalsuan lokasi wilayah kerja tenaga kerja asing, sehingga penempatan
lokasi kerja yang tidak sesuai antara RPTKA dan di lapangan.

Kemudian menarik perihal masalah yang terjadi mengenai
pembayaran DKPTKA, pada realisasinya mengalami penurunan jumlah
DKPTKA serta terdapat permasalahan yang cukup pelik yaitu, mengenai
penempatan lokasi wilayah kerja tenaga kerja asing tidak sesuai dengan
yang tertera pada RPTKA dan di lapangan.

Masalah tersebut telah diupayakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melalui pelaporan kepada Pihak Keimigrasian dan

Kementerian Ketenagakerjaan untuk diselidiki lebih lanjut pada saat

109 Wawancara dengan Bapak Djamalludin, Kepala Bidang Penempatan dan perluasan Kerja Dinas
tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Subang, 30 Agustus 2022. Jam 09.43 WIB
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Operasi Gabungan oleh Tim Pora. Berkaitan dengan permasalahan
tersebut, peneliti  berpendapat bahwa, permasalahan mengenai
ketidaksesuaian penempatan lokasi kerja tenaga kerja asing, yang
berimbas pada Pelaksanaan pembayaran DKPTKA di Kabupaten Subang,
tidak ter akomodir dengan baik pada ketentuan yang mengatur mengenai
penggunaan tenaga kerja asing.

Peneliti berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, belum dapat
mengakomodir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran di
Kabupaten Subang, khususnya perihal pengawasan penggunaan tenaga
kerja asing oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi di setiap
Kabupaten/Kota.

Menilik kembali Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pasal tersebut
menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan tenaga kerja asing hanya
dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas yang
menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Hal tersebut secara tidak langsung menyulitkan peran dinas yang
menyelenggarakan urusan dalam bidang ketenagakerjaan di daerah
kabupaten, dalam melaksanakan penggunaan tenaga kerja asing. Peneliti
berpendapat bahwa faktor penghambat dari proses pengawasan Dinas
Tenaga Kerja Asing Kabupaten Subang, dalam hal pembayaran DKPTKA

adalah karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di daerah, khususnya
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Kabupaten Subang, tidak diberikan kewenangan secara tersirat dalam
regulasi oleh pemerintah pusat dalam hal pengawasan penggunaan tenaga

kerja asing.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Implementasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
Asing di Kabupaten Subang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Akan tetapi dari segi data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Subang dan Ketiga Perusahaan terdapat
ketidaksesuaian jumlah TKA yang dipekerjakan sehingga hal tersebut
berimbas pada penurunan total pendapatan DKPTKA di Kabupaten
Subang, hal tersebut berdasarkan keterangan dari pihak dinas disebabkan
karena adanya perbedaan data lokasi kerja yang tertera pada RPTKA dan

di Lapangan

2. Proses pengawasan atas pelaksanaan pembayaran Dana Kompensasi

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Subang adalah dengan melakukan pengawasan bersama dengan
Tim Pora, yaitu melalui operasi gabungan. Proses pengawasan atas
pelaksanaan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang adalah

terdapat dua bentuk upaya yaitu,
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1) Melaporkan pihak perusahaan yang melakukan pelanggaran melalui
surat rekomendasi yang ditujukan kepada pihak imigrasi dan
kementerian ketenagakerjaan.

2) Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak keimigrasian
provinsi agar dapat dipertimbangkan untuk dilakukannya operasi
gabungan bersama dengan Tim Poera secara insidental kepada
perusahaan pelanggar tersebut.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang masih belum
mengakomodir kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
menangani urusan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing.
ketentuan pasal tersebut apabila tidak di tinjau kembali atas masalah-
masalah yang terjadi di lapangan, maka dapat menjadi celah hukum yang
bisa disiasati oleh pemberi kerja karena dapat mencantumkan lokasi

wilayah kerja dalam RPTKA yang tidak sesuai dengan di lapangan.

B. Saran

1. Membuat Surat Edaran Kepala Daerah (Bupati) dengan tujuan untuk
mempertegas regulasi yang tertera pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf C
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing, dimana Perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan
tenaga kerja asing di satu lokasi wilayah kabupaten/kota, diharuskan
membayar kepada wilayah tersebut sebagai pendapatan daerah kabupaten
berupa retribusi daerah sehingga perusahaan atau pemberi kerja patuh terhadap

regulasi tersebut. Sehingga perusahaan dapat berkomitmen dalam melakukan
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pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan
lokasi wilayah kerja Tenaga Kerja Asing.
Kementerian ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus
kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah dalam hal pengawasan
tenaga kerja asing, khususnya pada bentuk pelanggaran penempatan lokasi
kerja tenaga kerja asing dalam pembayaran DKPTKA, atas ditemukannya
permasalahan mengenai penempatan lokasi kerja tenaga kerja asing yang tidak
sesuai antara yang tertera di RPTKA dengan di lapangan.

Oleh karena itu, perlu penambahan kewenangan pengawasan di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing bagi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi daerah kabupaten/kota.
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https://core.ac.uk/search?g=fungsi+pengawasan+tenaga+kerja+asing&page=1
diakses pada tanggal 14 Juni 2022 Jam 19.13 WIB

https://money.kompas.com/read/2020/06/18/103200726/awal-juli-500-tka-asal-
china-bakal-datang-ke-indonesia?page=all diakses pada tanggal 14 Juni 2022
Jam 19.25 WIB

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/ada-38814-tenaga-kerja-
asing-asal-tiongkok-pada-2020, diakses pada tanggal 15 Juni 2022 Jam 09.21
WIB

www.ncbi.nlm.nih.egov/books/NBK379428/#:~:text=A%20“migrant%20worker’%?2
0is%?20defined,admitted diakses 18 juli 2022 Jam 21.47 WIB

Muslimah, “Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing
Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung..,” terdapat dalam
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44456/2/MUSLIMA
H-FSH.pdf diakses pada tanggal 19 Juli 2022 Jam 16.20 WIB
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https://www.bphn.go.id/data/documents/22Penelitian%20TENAGA%20KERJA%20ASING.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/22Penelitian%20TENAGA%20KERJA%20ASING.pdf
https://core.ac.uk/search?q=fungsi+pengawasan+tenaga+kerja+asing&page=1
https://money.kompas.com/read/2020/06/18/103200726/awal-juli-500-tka-asal-china-bakal-datang-ke-indonesia?page=all
https://money.kompas.com/read/2020/06/18/103200726/awal-juli-500-tka-asal-china-bakal-datang-ke-indonesia?page=all
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/ada-38814-tenaga-kerja-asing-asal-tiongkok-pada-2020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/ada-38814-tenaga-kerja-asing-asal-tiongkok-pada-2020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK379428/#:~:text=A%20
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK379428/#:~:text=A%20
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44456/2/MUSLIMAH-FSH.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44456/2/MUSLIMAH-FSH.pdf

https://eprints.umm.ac.id/41529/3/BAB%?20I1.pdf diakses Tanggal 19 Juli 2022.

Try Wahyu Widanarty, “Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan
Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur..” terdapat dalam
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3097
diakses tanggal 2 Januari 2023 Jam 10.19 WIB

https://disnakertrans.jabarprov.go.id/tupoksi diakses tanggal 2 Januari 2023 Jam
16.15 WIB

https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html diakses tanggal 2 Januari
2023 Jam 19.18 WIB
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Kepada Yth.
Manager HRD PT. Handsome
Kampung Ciela RT. 0101, Ds. Wanakena, Kec. Purwadadi, Kb Subang

Dengan hormat, kami beritshokan bahwa sebelum mengakhiri kulish i Fakuhss Hukss
Universitss Tslam Indonesia, sesisp matasiswa diwajidkan membuat karys fhmish schags: tigss
akhir datam bestuk Skripsi, St Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM),

Schubungan dengam Bal terscbut diatis mahisswa kami

Nama Kharsa Salsabila
No. Mahasiswa £410347
Program Swdi fukum
Alamat < JI. Peremeas Raya No. 18 Bick VII,
Kel. Sckamehang, Kee. Swhang. Kib Subang
Telp. RumaHP 081294265420
Dusen Pembimbing Ayunina Nur Robanswati, S.H. MH

iimushnys dengan judul “Implemenass Peraturan Pemerimah No. 33 Tahun 2021
Penggunaan Temags Kera Asing di Kabupaten Subasg Mengensi Pomtayars Dam Kompensis:
Penggenaan Temaga Kega Asing.™

Bermaksed melakukan wawancan desgan Masager HRD PT. Handsome ustvk mesyusun karys
sentang

Sehubungan demgan hal i seas, umi mohoa Bapek/Ibu berkenan untuk mengizinkim mahasiswa
sersebut melskukan wanwancan

Perlu Aami samgaikan, babvwa hisil karva ilmiah seesebut bersifat dam
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basih
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Schubungan dengan hal sersches Sialas mahasiswa kami

Nama Khansa Satsabila
No. Mahasiswa 18410347
Program Studi Hukem
Alamat JL Perumnas Raya No. 18 Blok VII,
Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang
Telp. Rumah/HP 081294265420
Dasen Pembimbing Ayumita Nur Robanawati. S H. M.H

Hermaksud melakukan wawancars dengan Masager HRD P1. Pengkook Indonesia One untuk
memyusun karys ibsiahoys dengan judul “Implementasi Peratumn Pemerisgah No. 34 Tahun 2021
temang Penggunaan Tenaga Ketja Asing di Kabupasen Subang Mengenal Pemsbayaran Dana
Kompensasi Penggunsan Tenags Kerja Asing.™

Sehubumgan dengae hal i atas, kami mohon Bagak/The berk untuk
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Kegada Yih

Manager HRD PT. Tackwang Industrial Indomesia
Dusun Belendung 11 RT. 1706, Ds. Belendung, Kec. Cibogo. Kab. Subang

Dengan bormat. kami beritahukas batvan sebedum mengakhiri kulish di Fakuhas Hukum
Universitas Islam Indomesia, setap mahasiswa diwajibkan membuat karys ilmish schagai tagss
akhir dalam bentuk Skripss. Studi Kasas Hubum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Schubungan desgan hal serseid diatas mabasiswa kami ©

Namas Khansa Salsabits
No. Mahasiswa 15410347
Program Studi Hukum
Alamat Ji. Perumnas Raya No. 18 Blok VIL
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Dosen Pembimbing = Ayumita Nur Rohanawati, S H., M.H
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2021 temang Penggenasn Tenagn Kerja Asing di Kabupoten Subang Mengesai Pembsyaran Dana
Kompensasi Penggunaan Tenags Kerja Asing ™
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terschat melakaiian wawancaes.
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kasin.
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Kepada Yih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrusi Kabupaten Subang.

J1. Mayien Sutoyo Siswomibarjo No. 48, Karanganyar,

Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barm

bahwa sebebam khiri kulish i Fakultas Hukum

Dengan hormat, kami
Universitas Iskam Indonesia, setrap mabasiswa diwagibkan membuat Kary iah schagai tugas
wkhir dalam bentk Skripsi. Stodi Kasus Hukum (SKH). Legal Memorandum (LM).

Schubwungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami ©

Nama + Khsasa Salsabila

No. Mahasiswa 18410347
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Rasih,
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PT Pungl One

Alamat :JI. Raya Sarengseng KM.03 Ds. Pabuaran
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Transenigrasi dari Tanggal 25 Mel 2022 s/t 31 Oklober 2022, dengan juduf masalsh |

* implemantas! Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2021 fenfang
Penggunaan Tenaga Kegja Asing di Kabupaten Subang mengenai Dana
Kompensasi Ponggunaan Tenags Kevja Asing *
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Nama + Joko Santoss, A-Md.

NIK £ 961002136

Jabatan - Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum Ul

Dengan ini menerangkan bahwa -

Nama : Khansa Salsabila

No Mahasiswa : 18410347
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¥ Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH Ul
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IMPLEMENTASI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING DI KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

ORIGINALITY REPORT
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